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MOTTO  َ  
  و ِبا قِّرلا يِف و ْمُه ُبوُل ُق ِة فَّل ؤُمْلا و ا ه ْ ي ل ع  نيِلِما عْلا و ِنيِكا س مْلا و ِءا ر قُفِْلل ُتا ق  دَّصلا ا مَّنِإ  نيِِم ا َ ْلا
 يِف و ٌميِك  ح ٌميِل ع ُهَّللا و ِهَّللا  نِم ًة ضِير ف ِليِبَّسلا ِنْبِا و ِهَّللا ِليِب  س{٠٦} 
Artinya : “ Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, 
orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk harinya, 
untuk ( memerdekakan ) budak, orang-orang yang berhutang, unutk jalan Allah dan 
untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang 
diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. “ ( QS At-
Taubah : 60 ) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
Pedoman trasliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta didasarkan pada Keputusan 
Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  RI Nomor 
158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi 
tersebut adalah : 
1. Konsonan 
Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta  tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin 
adalah sebagai berikut :   
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث sa s\ Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح H}a h} Ha (dengan titik di 
bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Zal z Zet (dengan titik di 
atas) 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy Es dan ye 
ص s}ad s} Es (dengan titik di 
ix 
 
bawah) 
ض d}ad d} De (dengan titik di 
bawah) 
ط t}a t} Te (dengan titik di 
bawah) 
ظ z}a z} Zet (dengan titik di 
bawah) 
ع ‘ain ...‘..... Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Ki 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ه Ha H Ha 
ء Hamzah ...' ... Apostrop 
ى Ya Y Ye 
 
2. Vokal 
Vokal  bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal Tunggal bahasa Arab  yang lambangnya berupa tanda  
atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :  
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 Fath}ah A A 
 Kasrah I I 
 Dammah U U 
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Contoh :  
No Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. بتك Kataba 
2. ركذ Zukira 
3. بهذي Yazhabu 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal  rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa 
gabungan antara harakat dan huruf maka trasliterasinya gabungan 
huruf, yaitu : 
 
Tanda dan Huruf Nama Gabungan 
Huruf 
Nama 
ى ……أ Fathah dan 
ya 
Ai a dan i 
و ...... أ Fathah dan 
wau 
Au a dan u 
    
   Contoh :  
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. لوح Haula 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang  yang lambangya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :  
Harakat dan 
Huruf  
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
ي …….أ Fathah dan 
alif atau ya 
a> a dan garis di atas 
xi 
 
ي …… أ Kasrah dan 
ya 
i> i  dan garis di atas 
و  ……. أ Dammah 
dan wau 
u> u dan garis di atas 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لاق Qa>la 
2. ليق Qi>la 
3. لوقي Yaqu>lu 
4. يمر Rama> 
 
4. Ta Marbutah 
Trasliterasi untuk Ta Marbutah ada dua : 
a. Ta Marbutah hidup  
 Ta Marbutah atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah trasliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati  
  Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya 
adalah /h/. 
c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh 
kata yang menggunakan kata sandang /al/  serta bacaan kedua kata 
itu terpisah  maka Ta Marbutah itu ditrasliterasikan  dengan /h/. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لافطلأا ةضور Raud}ah al-at}fa>l/ raud}atul 
atfa>l 
2. ةحلط T{alhah 
5. Syaddah (Tasydid) 
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Syaddah atau Tasydid  yang dalam sistem tulisan Arab  dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu  tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda Ssyaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.  
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Trasliterasi 
1. انّبر Rabbana 
2, لّزن Nazzala 
 
6. Kata Sandang  
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambankan dengan huruf yaitu  لا . 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh 
huruf Qamariyyah.  
Kata sandang yang diikuti oleh huruf  Syamsiyyah  ditrasliterasikan  
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/  diganti dengan huruf yang sama   
dengan huruf yang langsung mengikuti  kata sandang itu.  Sedangkan kata 
sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah  ditrasliterasikan sesuai dengan 
aturan  yang digariskan di depan  dan sesuai dengan bunyinya. Baik didikuti 
dengan huruf Syamsiyyah atau Qomariyah,  kata sandang ditulis  dari kata 
yang mengikuti  dan dihubungkan dengan kata sambung.  
Contoh :  
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لجّرلا Ar-rajulu 
2. للاجلا Al-Jala>lu 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana telah di sebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditranslitesaikan denga apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir  kata. Apabila terltak di awal kata maka tidak dilambangkan karena  
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dalam tulisan Arab berupa huruf alif.  Perhatikan contoh-contoh berikut 
ini:  
No Kata Bahasa Arab Trasliterasi 
1. لكأ Akala 
2. نوذخأت ta'khuduna 
3. ؤنلا An-Nau'u 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab  tidak mengenal huruf kapital, 
tetapi dalam trasliterinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku 
dalam EYD yaitu  digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan 
permulaan kalimat.  Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka  
yang ditulis dengan huruf kapital adalah  nama diri tersebut, bukan huruf awal 
atau kata sandangnya.  
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya  memang lengkap demikian  dan kalau penulisan tersebut  
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf  atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan.  
Contoh :  
No. Kalimat Arab Transliterasi 
 لوسر لاإ دحمم امو Wa ma> Muhaamdun illa> rasu>l 
 نيملاعلا بر لله دمحلا Al-hamdu lillhi rabbil 'a>lami>na 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata  baik fi’il, isim  maupun huruf  ditulis 
terpisah. Bagi kata-kata tetentu  yang penulisannya dengan huruf Arab  yang 
sudah lazim dirangkaikan  dengan kata lain karena ada huruf atau harakat  yang 
dihilangkan  maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya  bisa 
dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa 
dirangkaikan.  
Contoh:  
xiv 
 
No Kalimat Bahasa Arab Transliterasi 
 نيقزارلاريخ وهل للها نإو Wa innalla>ha lahuwa khair ar-
ra>ziqi>n/ Wa innalla>ha lahuwa 
khairur-ra>ziqi>n 
 
 نازيملاو ليكلا اوفوأف Fa aufu> al-Kaila wa al-mi>za>na/ Fa 
auful-kaila wal mi>za>na  
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ABSTRAK 
Lutfia Makmuroh, NIM : 132111029, “ Pendistribusian Zakat Kepada 
Mustahik Ditinjau Dari Uu No 23 Tahun 2011 (Studi Kasus Badan Amil 
Zakat Nasional Boyolali) ” 
Zakat wajib didistribusikan kepada Mustahik (orang yang berhak 
menerima zakat) berdasarkan skala prioritas, pemerataan dan kewilayahan. Dari 
hasil studi pendahuluan yang dilakukan penulis , dalam UU No 23 tahun 2011 
menjelaskan bahwa dana zakat di berikan kepada delapan ashnaf yaitu Fakir, 
Miskin, Amil, Mualaf, Riqab, Fi sabilillah dan Ibnu sabil. namun dalam 
pelaksanaan pendistribusian zakat di BAZNAS Boyolali , sebagian besar hanya 
terfokus pada beberapa ashnaf saja, sehingga pendistribuasiannya belum merata 
kedelapan ashnaf yang sesuai UU No 23 tahun 2011. Tujuan dari penelitian ini 
adalah Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pendistribusian zakat BAZNAS 
Boyolali, apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research) 
yang bersifat kualitatif, yakni peneliti turun ke lapangan penelitian, untuk 
mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah 
dengan cara tatap muka atau wawancara agar memperoleh data yang diperlukan. 
Hasil dari penelitian ini yaitu Berdasarkan dari Undang-Undang diatas 
dapat disimpulkan bahwa prinsip dari pendistribusian zakat yaitu harus sesuai 
dengan syariat islam dan harus dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan 
memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan, artinya 
pendistribusian zakat boleh disalurkan hanya kepada sebagian golongan mustahik 
yang ada, Sedangkan dalam pelaksanaan pendistribusian zakat di BAZNAS 
Boyolali sudah sesuai dengan Undang-Undang No.23 Tahun 2011, karena 
berbagai kendala sehingga dari delapan asnaf menurut Undang-Undang N0.23 
tahun 2011 hanya  tersalurkan kepada lima asnaf yaitu Fakir, Miskin, Amil, Ibnu 
Sabil, dan Fi Sabilillah, adapun kendala dari pendistribusian zakat BAZNAS 
Boyolali adalah untuk Mustahik golongan Gharimin (para Budak) faktanya saat 
ini di Indonesia sulit dijumpai, bahkan tidak ada sama sekali khususnya di daerah 
Kabupaten Boyolali, selain itu untuk golongan Mualaf dan Riqob mungkin ada 
tetapi dalam operasionalnya memang belum pernah di temukan. sehingga dalam 
pendistribusian zakat BAZNAS Boyolali lebih mengedepankan skala prioritas 
yang adaKata kunci : Pendistribusian zakat, Mustahik, BAZNAS. 
Kata kunci : Pendistribusian zakat, Mustahik, BAZNAS  
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ABSTRACK 
Lutfia Makmuroh, NIM : 132111029, “Pendistribusian Zakat Kepada 
Mustahik Ditinjau Dari Uu No 23 Tahun 2011 (Studi Kasus Badan Amil 
Zakat Nasional Boyolali)” 
The obligatory Zakat was distributed to Mustahik (a person who is entitled 
to receive zakat) based on a scale of priorities, equalization and the cantonal 
Parliament. From the results of a preliminary study done of the author, in Act No. 
23 of 2011 explains that the funds in the charity gave to eight ashnaf that is Poor, 
poor, Amil, Converts, Riqab, Fi sabilillah and Ibn sabil. However, in the 
implementation of the distribution of zakat in Boyolali, BAZNAS mostly focused 
on only a few ashnaf, so has not yet been carried yet evenly eighth ashnaf of the 
appropriate Act No. 23 of 2011. The purpose of this research is to know how the 
implementation of the distribution of zakat BAZNAS Boyolali, whether is in 
compliance with the Act No. 23 of 2011. 
This research uses research methods field (field research) which are 
qualitative, i.e. researchers took to the field research, to make observations about a 
phenomenon in a State of nature by means of face-to-face interviews or in order to 
obtain the necessary data. 
The results of this study are Based on the Act above can be concluded that 
the principle of distribution of zakat that must be in accordance with Islamic 
Shari'a and should be done based on priority scale by considering the principle of 
equity, justice and territorial, meaning that the distribution of zakat may be 
distributed only to some mustahik While in the implementation of zakat 
distribution in BAZNAS Boyolali is in accordance with the Act No.23 of 2011, 
due to various obstacles so that from eight asnaf according to Law N0.23 in 2011 
only channeled to five asnaf namely Fakir, Poor, Amil, Ibn Sabil, and Fi 
Sabilillah, while the obstacle from the distribution of Zakat BAZNAS Boyolali is 
for Mustahik Gharimin (Slave), the fact is currently in Indonesia difficult to find, 
even none at all in the district of Boyolali, in addition to the group of converts and 
Riqob may There but in operation me Mang has never been found. So that in the 
distribution of zakat BAZNAS Boyolali priority to priority scale yangKata kunci: 
Distribution of zakat, Mustahik, BAZNAS. 
 
Keywords: Distribution of zakat, Mustahik, BAZNAS. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Di dalam Islam, zakat termasuk salah satu bentuk sarana kemaslahatan 
umat Islam di dunia. Karena zakat tersebut bersifat wajib dipenuhi untuk setiap 
muslim yang mampu, yang bertujuan untuk mensucikan jiwa dan raga dan harta 
supaya menjadi berkah. Sedangkan untuk pengelolaan dana zakat tersebut 
diperlukan sebuah wadah atau lembaga yang dapat memenejemen dana zakat 
tersebut untuk di distribusikan (disalurkan) kepada para Mustahik. Di Indonesia 
sendiri banyak sekali lembaga-lembaga dan yayasan yang mengelola dana zakat, 
seperti LAZ, LAZIS, BAZNAS dan lembaga-lembaga lain. 
 BAZNAS Kabupaten Boyolali merupakan lembaga yang melakukan 
pengelolaan zakat secara nasional. Dasar hukum dari BAZNAS adalah Undang-
Undang Nomor 23 tahun 2011, sedangkan untuk pendiriannya yaitu menganut 
Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014. BAZNAS Kabupaten/Kota dibentuk 
oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama Indonesia 
atas usulan Bupati atau walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS. 
BAZNAS Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada BAZNAS Provinsi dan 
pemerintah daerah Kabupaten/Kota.
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Dana zakat yang dihimpun oleh BAZNAS yang paling besar adalah 
bersumber dari zakat penghasilan. Adapun sumber dari zakat penghasilan itu 
berasal dari gaji yang diterima setiap bulan oleh seluruh Pegawai Negeri Sipil 
(PNS) yang berada di Kabupaten Boyolali, dimana sebelumnya terdapat akad di 
antara Amil dan Muzaki, bahwa nantinya setiap bulan sekian persen (%) dari 
gajinya akan disisihkan untuk memenuhi zakat tersebut. zakat ini bersifat wajib 
untuk semua PNS, nominal dari zakat tersebut minimal Rp.20.000/orang, 
kemudian diberikan formulir atas persetujuan tersebut.
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Selanjutnya seluruh dana yang terhimpun disalurkan kepada yang berhak 
menerima berupa dana sosial, Beasiswa untuk siswa tidak mampu dan berprestasi, 
gaji untuk ustaz-ustaz yang mengajar TPA, dan bantuan-bantuan yang lain. Target 
sasaran penerima zakat yaitu dalam jangka waktu 1 (satu) tahun seluruh desa yang 
ada di Kabupaten Boyolali harus tersalurkan. 
Mustahik zakat Menurut UU RI No.38 tahun 1999 Pasal 16 Ayat 2, ada 
delapan Ashnaf ialah Fakir, Miskin, Amil, Riqab, Gharim, Sabilillah, dan Ibnu 
Sabil. Yang di dalam aplikasinya dapat meliputi orang-orang yang paling tidak 
berdaya secara ekonomi seperti anak yatim, orang jompo, penyandang cacat, orang 
yang menuntut ilmu, Pondok Pesantren, anak terlantar, orang yang terlilit hutang, 
pengungsi yang terlantar, dan korban bencana alam.
3
  
                                                          
2
 Agung, Bendahara BAZNAS, wawancara pribadi, di Boyolali, 26-07-2016 
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Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun1999.Tentang Pengelolaan Zakat, 
Kementrian RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2011.  
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Dari hasil studi pendahuluan yang dilakukan penulis , dalam UU No 23 
tahun 2011 menjelaskan bahwa dana zakat di berikan kepada delapan asnaf yaitu 
Fakir, Miskin, Amil, Mualaf, Riqab, Fi sabilillah dan Ibnu sabil namun dalam 
pelaksanaan pendistribusian zakat di BAZNAS Boyolali , sebagian besar hanya 
terfokus pada beberapa ashnaf saja, sehingga pendistribuasiannya belum merata ke 
delapan asnaf yang sesuai UU No 23 tahun 2011. 
Dari permasalahan tersebut penulis tertarik melakukan penelitian di 
BAZNAS Boyolali untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pendistribusian 
zakat oleh BAZNAS Boyolali, dengan judul skripsi “Pendistribusian Zakat 
Kepada Mustahik Di Tinjau Dari UU No 23 Tahun 2011 (Studi Kasus Badan Amil 
Zakat Nasional Boyolali)”. 
 
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana pendistribusian zakat yang telah dilakukan oleh BAZNAS 
Kabupaten Boyolali? 
2. Apakah pendistribusian zakat yang telah dilakukan oleh BAZNAS Boyolali 
sudah sesuai dengan UU No 23 tahun 2011? 
C. Tujuan Penelitian 
Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 
adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pendistribusian zakat di BAZNAS 
Kabupaten Boyolali. 
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2. Untuk mengetahui apakah pendistribusian zakat oleh BAZNAS Kabupaten  
Boyolali sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011. 
D. Manfaat Penelitian 
Hasil dari penelitian ini di harapkan bermanfaat bagi dunia pemikiran Islam, 
Adapun yang diharapkan adalah sebagai berikut : 
1. Manfaat teoritis, yaitu dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi 
bahan bagi penelitian sejenis yang lebih lanjut. 
2. Manfaat praktis, 
Adanya penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk : 
a. Berguna bagi Lembaga atau Instansi yang berkaitan dengan pelaksanaan 
pendistribusian zakat yang sesuai dengan Undang-Undang. 
b. Menambah khasanah ilmu pengetahuan, yakni pembaca diharapkan untuk 
lebih mengetahui tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan 
pendistribusian zakat. 
E. Kerangka Teori 
1. Zakat 
a. Definisi zakat 
Secara bahasa, zakat berati tumbuh (nummuw) dan bertambah 
(ziyadah). Jika diucapkan, zakat al-zar‟u artinya adalah tanaman itu tumbuh 
dan bertambah. Jika diucapkan zakat al-nafaqah artinya nafkah tumbuh dan 
bertambah jika diberkati. Kata ini juga sering dikemukakan untuk makna 
taharah (suci). Allah SWT berfirman  
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اَها ََّكز ْنَم َحَل ْفَأ ْدَق 
Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu (Q.S. 91 : 9) 
Maksud kata zakat dalam ayat ini ialah mensucikan dari kotoran. Arti 
yang sama (suci) juga terlihat dalam ayat berikut : 
Dalam firman Allah SWT berikut ini : 
ى ََّكز َت ْنَم َحَل ْفَأ ْدَق 
Sesungguhnya, beruntunglah orang yang mensucikan dirinya (Q.S. 87 :14) 
Menurut Abdurrahaman Aljaziri, kata zakat secara bahasa bermakna 
At-Tuhr Wa Al- nama‟, sedangkan secara terminologi atau istilah zakat 
adalah pemilikan harta yang dikhususkan kpada mustaqik (penerimanya) 
dengan syarat-syarat tertentu. Wahbah Al-Zuhaili dalam kitabnya AL-FIQH 
AL-ISLAMI WA ADILLATUH mengungkapkan beberpaa definisi zakat 
menurut para ulama mazhab: 
1) Menurut Malikyah 
Zakat adalah mengeluarkan bagian yang khusus dari harta yang 
telah mencapai nishabnya, untuk yang berhak menerimanya (Mustahik), 
jika milik sempurna dan mencapai haul selain barang tambang, tanaman 
dan rikaz.  
2) Menurut Hanafiyah 
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Zakat adalah kepemilikan bagian harta tertentu dari harta tertentu 
untuk orang atau pihak tertentu yang telah ditentukan oleh Allah SWT 
untuk mengharapkan keridhoannya. 
3) Menurut Syafi’iyah 
Zakat adalah nama bagi sesuatu yang dikeluarkan dari harta dan 
badan-badan dengan cara tertentu. 
4) Menurut Hanabilah 
Zakat adalah hak yang wajib dalam harta tertentu untuk kelompok 
tertentu pada waktu tertentu.
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Definisi zakat menurut UU no 38 tahun 1999, zakat adalah harta 
yang wajib disisihkan oleh seorang muslim sesuai dengan ketentua agama 
untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. 
b. Dasar kehujjahan 
Zakat merupakan suatu konsep ajaran islam yang berlandaskan Al-
Qur’an dan Sunnah Rasul, bahwa harta kekayaan yang dipunyai seseorang 
adalah amanat dari Allah, dan berfungsi sosial. Hal ini dapat dilihat dari 
dalil-dalil, baik yang terdapat dalam Al-Qur’an maupun yang terdapat dalam 
kitab-kitab Hadits (al-hadis) dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur’an itu 
diantaranya adalah sebagai berikut : 
1) Qur’an Surat 51 :19  
                                                          
4
 Fakhruddin, Fiqh Dan Manajemen Zakat Di Indonesia,  (Malang: UIN-MALANG Press, 
Jalan Gajah Yana 50. 2008), Hlm. 17. 
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 ِموُرْحَمْلاَو ِلِئا َّسلِل ٌّقَح ْمِِلِاَوْمَأ فَِو 
Artinya : “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang 
miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat 
bahagian.” 
 
2) Qur’an Surat At-Taubah ,ayat : 60 5 
 ْمُه ُبوُل ُق ِةَفَّلَؤُمْلاَو اَه ْ يَلَع َينِلِماَعْلاَو ِينِكاَسَمْلاَو ِءاَرَقُفِْلل ُتَاقَدَّصلا َا َّنَِّإ  َينِِمراَغْلاَو ِبَاقِّرلا فَِو  
  ٌميِكَح ٌميِلَع ُ َّللَّاَو َّللَّا َنِم ًةَضِيرَف ِليِب َّسلا ِنْبِاَو َِّللَّا ِليِبَس فَِو  
Artinya : “ Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-
orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf 
yang dibujuk hatinya, (memerdekakan) budak, orang-orang yang 
berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam 
perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah 
Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” 
 
3) Qur’an.Surat, Al Baqarah, ayat : 43 
                          
Artinya : “dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah 
beserta orang-orang yang ruku'.” 
 
4) Qur’an.Surat An’am, ayat : 141 
                         
                                                          
5
 K.N.Sofyan Hasan, Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1995), hlm. 
23. 
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                             
                                  
 
Artinya : “Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung 
dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang 
bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan 
warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang 
bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari 
memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan 
janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai 
orang yang berlebih-lebihan”. 
 
Sedangkan secara ijma’, para ulama’ baik salaf (klasik) maupun 
khalaf (kontemporer) telah sepakat adanya kewajiban zakat dan merupakan 
salah satu rukun Islam serta menghukumi kafir bagi yang mengingkari 
kewajibannya. 
 
2. Pendistribusian Zakat 
Allah SWT telah menentukan golongan-golongan tertentu yang berhak 
menerima zakat, dimana telah dijelaskan dalam firman Allah SWT di Q.S At-
Taubah :60. 
 َو ِبَاقِّرلا فَِوْمُه ُبوُل ُق ِةَفَّلَؤُمْلاَو اَه ْ يَلَع َينِلِماَعْلاَو ِينِكاَسَمْلاَو ِءاَرَقُفِْلل ُتَاقَدَّصلا َا َّنَِّإ فَِو َينِِمراَغْلا  
ا ِنْبِاَو َِّللَّا ِليِبَس َح ٌميِلَع ُ َّللَّاَو َّللَّا َنِم ًةَضِيرَف ِليِب َّسلميِك  
Artinya : “ Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang 
fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang 
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dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, 
untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai 
sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi 
Maha Bijaksana.” 
 
Kelompok penerima zakat (mustahiq al-zakah) ada delapan : orang-
orang fakir, orang-orang miskin, penguru-pengurus zakat, para muallaf yang 
dibujuk hatinya, untuk ( memerdekakan budak ), orang-orang yang berhutang 
untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan jauh. 
a. Orang Fakir ( Al-Fuqara‟ ) 
Al Fuqara‟ adalah kelompok pertama yang menerima bagian zakat. 
Al Fakir menurut mazhab Syafi’i dan Hanbali adalah orang yang tidak 
memiliki harta benda dan pekerjaan yang mampu mencukupi kebutuhannya 
sehari-hari. Dia tidak mempunyai suami, ayah ibu dan keturunan yang dapat 
membiayainya. Baik untuk membeli makanan, pakaian, maupun tempat 
tinggal.
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b. Orang Miskin ( Al- Masakin )  
Al Masakin adalah bentuk jamak dari kata miskin. Orang miskin 
ialah orang yang memiliki pekerjaan tapi penghasilannya tidak dapat dipakai 
untuk memenuhi hajat hidupnya. Seperti orang yang memerlukan sepuluh, 
tetapi dia hanya mendapatkan delapan sehingga masih belum dianggap layak 
dari segi makanan, pakaian, dan tempat tinggalnya. Orang fakir, menurut 
mazhab Syafi’i dan Hanbali, lebih sengsara dibandingkan dari orang miskin.  
                                                          
6
 Wahbah Al-zuhayly, Zakat Kajian Berbagai Madzhab, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 
2000), hlm. 280. 
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c. Panitia Zakat ( Amil ) 
Panitia zakat adalah orang-orang yang bekerja memungut zakat. 
Panitia ini disyara’kan harus memiliki sifat kejujuran dan menguasai hukum 
zakat. Yang boleh dikategorikan sebagai panitia zakat adalah orang yang 
ditugasi mengambil zakat sepersepuluh ( al asyir ) penulis (al-katib), 
pembagi zakat untuk para mustahiknya, penjaga harta yang dikumpulkan, al-
hasyir yaitu orang yang ditugasi untuk mengumpulkan pemilik harta 
kekayaan orang-orang yang diwajibkan mengeluarkan zakat, al „arif (orang 
yang ditugasi menaksir orang yang telah memiliki kewajiban untuk zakat), 
dan setiap orang yang menjadi panitia selain ahli hukum (islam) atau al-
qadhi, dan penguasa, karena mereka tidak boleh mengambil dari bayt al-
mal.
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d. Mualaf yang perlu ditundukkan hatinya 
Kelompok kafir terdiri atas dua bagian, yaitu orang-orang yang 
diharapkan kebaikannya bisa muncul, dan orang-orang yang ditakuti 
kejelekannya. Disebutkan bahwa Nabi Saw, pernah memberikan sesuatu 
kepada orang kafir, untuk menundukkan hatinya agar mereka mau masuk 
islam. 
Adapun Muallaf yang sudah muslim boleh diberi bagian zakat, 
karena kita perlu menarik perhatian mereka, dengan alasan-alasan berikut. 
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 Ibid,. hlm. 282. 
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1) Mereka adalah orang-orang yang lemah niatnya untuk memeluk islam. 
Mereka diberi bagian zakat agar kuat niatnya dalam memeluk islam. 
2) Kepala suku yang muslim yang dihormati oleh kaumnya. Mereka diberi 
bagian dari zakat agar mereka tetap memeluk agama islam. 
3) Orang-orang muslim yang bertempat tinggal di wilayah kaum muslim 
yang berbatasan dengan orang-orang kafir, untuk menjaga agar orang-
orang kafir tidak memerangi kita. 
4) Orang yang memungut zakat dari suatu kaum yang tidak memungkinkan 
pengiriman pengambil zakat itu sampai kepada mereka, meskipun pada 
dasarnya mereka tidak enggan mengeluarkan zakat.
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e. Para Budak 
Para budak yang dimaksudkan disini, menrut jumhur ulama, ialah 
para budak muslim yang telah membuat perjanjian dengan tuannya (al-
mukatabun) untuk dimerdekakan dan tidak memiliki uang untuk membayar 
tebusan atas diri mereka, meskipun mereka telah bekerja keras dan 
membanting tulang mati-matian.mereka tidak mungkin melepaskan diri dari 
orang yang tidak menginginkan kemerdekaanya kecuali telah membuat 
perjanjian.
9
 
f. Orang yang Memiliki Utang 
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 Ibid,. hlm. 284. 
9
 Ibid,. hlm. 285. 
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Mereka adalah orang-orang yang memiliki utang, baik hutang itu 
untuk dirinya sendiri maupun bukan, baik utang itu dipergunakan untuk hal-
hal yang baik maupun untuk melakukan kemaksiatan. Jika utang itu 
dilakukannya untuk kepentingannya sendiri, dia tidak berhak mendapatkan 
bagian dari zakat kecuali dia adalah seorang yang dianggap fakir. Tetapi jika 
utang itu untuk kepentingan orang banyak yang berada dibawah tanggung 
jawabnya untuk menebus denda pembunuhan atau menghilangkan barang 
orang lain, dia boleh diberi bagian zakat, meskipun sebenarnya dia itu kaya. 
g. Orang yang Berjuang di Jalan Allah (Fi Sabilillah) 
Yang termasuk dalam kelompok ini ialah para pejuang yang 
berperang dijalan Allah yang tidak digaji oleh markas komando mereka 
karena yang mereka lakukan hanyalah berperang. 
Menurut jumhur ulama, orang-orang yang berperang dijalan Allah 
diberi bagian zakat agar dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka, 
meskipun mereka itu kaya, karena sesungguhnya orang-orang yang 
berperang itu adalah untuk kepentingan orang banyak.
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h. Orang yang Sedang dalam Perjalanan. 
Orang yang sedang melakukan perjalanan adalah orang-orang yang 
bepergian (Musafir) untuk melaksanakan suatu hal yang baik (tha‟ah) tidak 
termasuk maksiat. Ia diperkirakan tidak akan mencapai maksud dan 
tujuannya jika tidak dibantu. Sesuatu yang termasuk perbuatan baik (tha‟ah) 
                                                          
10
 Ibid,. hlm. 288-289 
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ini antara lain, ibadah haji, berperang dijalan Allah, dan ziarah yang 
dianjurkan.
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Dalam UU No 38 tahun 1999 pada BAB V tentang pendayagunaan 
zakat dijelaskan dalam Pasal 16 bahwa : 
1) Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk mustahik sesuai dengan 
ketentuan agama. 
2) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas 
kebutuhan mustahik dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif. 
3) Persyaratan dan prosedur pendaayagunaan hasil pengumpulan zakat 
sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, diatur dengan keputusan mentri. 
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Selanjutnya diperjelas dalam UU No 23 tahun 2011 pada BAB III 
tentang pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pelaporan, bagian 
kedua tentang pendistribusian dijelaskan pula : 
a. Pasal 25 
Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat 
islam. 
b. Pasal 26 
Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, 
dilakukan berdasarkan skala prioritas dalam memperhatikan prinsip 
pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.
13
 
                                                          
 
12
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor, 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat  
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F. Tinjauan Pustaka 
1. Skripsi Hijrah Saputra 2010, Tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan zakat 
profesi Pegawai Negri Sipil (PNS) di Kementrian Agama Boyolali. Dalam 
skripsi ini menggunakan metode deskriptif  kualitatif, lebih fokus kepada sistem 
pelaksanaan zakatnya, yaitu mendiskripsikan bagaimana pelaksanaan zakat oleh 
Kementrian Agama Boyolali yang kemudian di analisis kesesuaian pelaksanaan 
zakat dengan hukum islam. 
Perbedaan penelitiannya adalah penelitian diatas meneliti tentang pelaksanaan 
zakat profesi Pegawai Negri Sipil (PNS) sedangkan peneliti akan meneliti 
pelaksanaan pendistribusian zakat. 
2. Skripsi Ika Yulianti 2016, Pendayagunaan zakat produktif dalam perspektif 
Islam. Dalam skripsi ini  menggunakan metode lapangan (Field Riserch) dan 
deskriptif kualitatif, fokus kepada pendayagunaan zakat produktif, dimana 
peneliti mendiskripsikan bagaiamana sistem pendayagunaan zakat produktif 
yang dilaksanakan oleh BAZNAS Boyolali, kemudian dianalisis dengan kajian 
islam, dimana hasil akhir dari penelitian diatas yaitu kurang sesuainya antara 
pendayagunaan zakat dengan sistem hibah, karena meskipun banyak bantuan 
usaha dan ekonomi produktif dari BAZNAS Boyolali, tetapi belum semua 
Mustahik dapat menjalankan usaha  dan ekonomi produktif tersebut, 
dikarenakan kurangnya pengawasan dan pelatihan dari BAZNAS Boyolali. 
                                                                                                                                                                     
13
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun1999, Tentang Pengelolaan Zakat, 
Kementrian RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2011.   
15 
 
Perbedaan penelitiannya adalah penelitian diatas menganalisis tentang hasil dari 
pendayagunaan zakat kepada para mustahik apakah benar-benar berjalan sesuai 
dengan mestinya, sedangkan penelitian ini ialah menganalisis dalam 
pelaksanaan pendistribusian zakat BAZNAS Boyolali yang kemudian ditinjau 
dengan peraturan Undang-Undang yang ada. 
 
G. Metode Penelitian 
1. Jenis dan pendekatan penelitian 
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang 
bersifat kualitatif, yakni peneliti turun ke lapangan penelitian agar memperoleh 
data yang diperlukan. 
2. Lokasi dan waktu penelitian, berisi uraian tentang tempat dan waktu 
pengambilan data.Subjek penelitian 
a. Ketua/pimpinan BAZNAS Boyolali 
b. Pengurus bagian pengumpulan zakat, dan pendistribusian zakat. 
3. Teknik pengumpulan data 
Teknik yang digunakan untuk mendapatkan data-data yang terkait 
dengan tema penelitian digunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai 
berikut : 
a. Metode wawancara 
Wawancara adalah Pengumpulan data dengan mengajukan 
pertanyaan secara lisan antara pewawancara dengan responden. 
16 
 
b. Metode dokumentasi  
Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang 
berupa catatan, transkip, surat kabar, dan dokumen-dokumen yang diperoleh 
dari BAZNAS Boyolali. 
c. .Observasi 
Observasi yaitu peneliti mengamati secara langsung ke lokasi 
penelitian di kantor BAZNAS Kabupaten Boyolali kaitannya dengan 
masalah yang diteliti untuk dianalisa dan dikumpulkan. Hal ini bertujuan 
untuk mengamati bagaimana sistem penghimpunan dan pendistribusian dana 
zakat yang dijalankan  oleh pihak Kantor BAZNAS Kabupaten Boyolali..   
4. Teknik analisis data 
Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 
yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, 
dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam 
unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang 
penting dan akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah di 
fahami oleh diri sendiri maupun orang lain. 
5. Sumber data 
a. Primer : Dalam penelitian ini sumber data primer yakni hasil wawancara dari 
ketua atau  pengurus dana zakat Kantor BAZNAS Kabupaten Boyolali 
tentang pertanyaan yang peneliti tanyakan kepada pihak terkait . 
17 
 
b. Sekunder : Sumber data sekunder dalam penelitian ini yakni meliputi media 
penunjang berupa buku,majalah,jurnal,bulletin,internet dan media lain yang 
dapat membantu terselesainya penelitian ini. 
   
 
H. Sistematika Penulisan  
Penelitian menyusun sistematika penulisan untuk memberikan gambaran 
secara umum dan mempermudah pembahasannya yakni dengan susunan sebagai 
berikut :  
Bab Pertama, berupa pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, 
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan 
pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.  
Bab Kedua, berupa landasan teori yaitu menguraikan zakat itu sendiri 
secara umum yang meliputi definisi zakat, anjuran menunaikan zakat, rukun dan 
syarat zakat, mustahik zakat, serta pendistribusian zakat menurut UU No.23 Tahun 
2011.  
Bab Ketiga, menjelaskan tentang data hasil penelitian dari Kantor 
BAZNAS Kabupaten Boyolali mengenai proses penghimpunan dan 
pendistribusian dana zakat  BAZNAS Kabupaten Boyolali yang didalamnya 
terdapat profil Kantor BAZNAS Kabupaten Boyolali, sejarahnya, lokasi Kantor 
BAZNAS Kabupaten Boyolali, visi & misi BAZNAS Kabupaten Boyolali, 
struktur organisasinya.  
18 
 
Bab Keempat, berupa analisis data. Yaitu peneliti akan menganalisa 
bagaimana pendistribusian yang dilakukan oleh BAZNAS Boyolali, apakah sudah 
sesuai dengan pendistribusian yang ditetapkan oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 
2011 , atau bahkan bertolak belakang dengan Undang-Undang No.23 Tahun 2011. 
Bab Kelima, berupa bab akhir atau penutup yang berisi kesimpulan dan 
saran. Dengan selesainya bab ini, maka selesai pula penelitian yang dilakukan oleh 
peneliti. 
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BAB II 
GAMBARAN UMUM MENGENAI ZAKAT 
 
A. Zakat 
1. Definisi Zakat 
Secara bahasa zakat berarti tumbuh (nummuw) dan bertambah (ziadah) 
jika diucapkan, zaka al-zar‟u, artinya adalah tanaman itu tumbuh dan 
bertambah. Jika diucapkan zakat al-nafaqatu, artinya nafkah tumbuh dan 
bertambah jika diberkati.
1
 Menurut istilah agama Islam zakat ialah kadar harta 
yang tertentu, yang diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan 
beberapa syarat.
2
 
Sedangkan menurut Yusuf Qordowi yang di dalam studi komperatif 
mengenai status dan filsafat zakat berdasarkan Qur’an dan Hadits yang di 
terjemahkan oleh Salman Harun, memberi pengertian bahwa perkataan zakat 
berasal dari kata zaka, artinya berkah, bersih, tumbuh, dan baik. Arti zakat 
menurut istilah fikih adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah 
diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, di samping berarti 
mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri, selain dari itu, arti tumbuh dan bersih 
                                                          
1
 Wahbah Al-zuhayly, Zakat Kajian Berbagai Madzhab, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 
2000), hlm. 82. 
2
 Sulaiman Rasjid, Fiqih Islam, (Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo, 2000), hlm. 192. 
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tidak digunakan hanya buat kekayaan, tetapi lebih dari itu juga buat jiwa orang 
yang menunaikan zakat.
3
  
Adapun zakat menurut syara’ berarti hak yang wajib (dikeluarkan dari) 
harta. Berikut ini adalah definisi zakat menurut para fuqaha : 
a. Madzhab Maliki mendefinisikannya dengan, “mengeluarkan sebagian yang 
khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nishab (batas 
kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak 
menerimanya (Mustahiq)-nya. Dengan catatan, kepemilikan itu penuh dan 
mencapai haul (setahun), bukan barang tambang dan bukan pertanian.” 
b. Madzhab Hanafi mendefinisiskan zakat dengan, “menjadikan sebagian harta 
yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang ditentukan 
oleh syari’at karena Allah SWT. ” Kata menjadikan sebagian harta sebagai 
milik” (tamlik) dalam definisi diatas dimaksudkan sebagai penghindaran dari 
kata ibahah (pembolehan).
4
    
Yang dimaksud dengan “bagian yang khusus” ialah kadar yang wajib 
dikeluarkan, Maksud “harta yang khusus” adalah nisbah yang ditentukan 
oleh syari’at. Maksud orang yang khusus ialah Mustahik zakat. Dan maksud 
yang ditentukan oleh syari’at ialah seperempat puluh yaitu (2,5%) dari 
nishab yang ditentukan, dan yang telah mencapai haul. Dengan ukuran 
seperti itulah nafilah dan zakat fitrah dikecualikan. Sedangkan yang 
                                                          
3
 K.N.Sofyan Hasan. Pengantar Hukum Zakat dan wakaf.(Al-Ikhlas.Surabaya.1995).hlm.21 
4
 Wahbah Al-zuhayly, Zakat Kajian…, hlm. 83. 
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dimaksud dengan pernyataan “karena Allah SWT” adalah bahwa zakat itu 
dimaksudkan untuk mendapatkan Ridha Allah.
5
 
c. Definisi zakat menurut mazhab Imam Syafi’i mengatakan bahwa zakat 
adalah harta tertentu yang dikeluarkan dari harta tertentu dengan cara 
tertentu pula. 
d. Definisi menurut mazhab Hambali mengatakan bahwa zakat adalah hak yang 
wajib dikeluarkan dari suatu harta.
6
 
2. Sebab, Syarat dan Rukun Zakat. 
a. Sebab zakat 
Mazhab Hanafi berpendapat bahwa penyebab zakat ialah adanya 
harta milik yang mencapai nishab dan produktif kendatipun kemampuan 
produktivitas itu baru berupa perkiraan. Dengan syarat, pemilikan harta 
tersebut telah berlangsung satu tahun, yakni tahun qamariyah bukan tahun 
syamsiyah, dan pemiliknya tidak memiliki utang yang berkaitan dengan hak 
manusia, syarat lainnya, harta tersebut melebihi kebutuhan pokoknya. 
Perlu dicatat bahwa sebab merupakan tempat bergantungnya wujud 
sesuatu. Hanya saja, kepada sebablah kewajiban disandarkan, lain halnya 
dengan syarat. Dengan demikian, barang siapa yang hartanya tidak mencapai 
nishab, dia tidak berkewajiban mengeluarkan zakat. 
                                                          
5
 Ibid, hlm.84 
6
 Syauqi Ismail Sahhatih, Penerapan Zakat Dalam Bisnis Modern, (Bandung: CV Pustaka 
Setia, 2007), hlm. 20-21 
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Yang dimaksud dengan nishab ialah kadar yang ditentukan oleh 
syari’at sebagai ukuran mengenai kewajiban mengeluarkan zakat.7 
Menurut kesepakatan ulama, zakat tidak diwajibkan atas harta yang 
kepemilikannya belum mencapai satu tahun (haul). Seperti emas, permata, 
batu mulia.
8
 
b. Syarat zakat. 
Zakat mempunyai beberapa syarat wajib dan syarat sah. Menurut 
kesepakatan ulama, syarat wajib zakat adalah merdeka, muslim, baligh, 
berakal, kepemilikan harta yang penuh, mencapai nisab, dan mencapai haul. 
Niat juga menjadi salah satu syarat sahnya pelaksanaan zakat menurut para 
kesepakatan ulama.
9
 
1) Syarat wajib zakat 
Berikut ini syarat wajib, yakni kefardhuannya, ialah sebagai berikut: 
a) Merdeka 
Menurut kesepakatan para ulama, zakat tidak wajib atas hamba 
sahaya, karena hamba sahaya tidak mempunyai hak milik. Tuannyalah 
yang memiliki apa yang ada ditangan hambanya. Menurut jumhur, 
zakat diwajibkan atas tuan karena dialah yang memiliki harta 
hambanya, oleh karena itu, dialah yang wajib mengeluarkan zakatnya, 
kemudian mazhab Maliki juga berpendapat bahwa tidak ada kewajiban 
                                                          
7
 Wahbah Al-zuhayly.kajian berbagai,…, hlm. 95. 
8
 Ibid., hlm. 97. 
9
Ibid., hlm. 98. 
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zakat pada harta milik hamba sahaya tidak sempurna (naqis), padahal 
zakat pada hakikatnya diwajibkan pada harta yang dimiliki secara 
penuh. Selain itu, tuan hamba sahaya tidak berhak memiliki harta 
hamba sahayanya.
10
 
b) Islam 
Menurut ijma’, zakat tidak wajib atas orang kafir karena zakat 
merupakan ibadah mahdhah yang suci, sedangkan orang kafir bukan 
orang yang suci. Mazhab Syafi’i, berbeda dengan mazhab-mazhab 
lainnya, yang mewajibkan orang-orang murtad untuk mengeluarkan 
zakat hartanya sebelum riddah-nya terjadi, yakni harta yang 
dimilikinya saat dia masih menjadi seorang muslim. Berbeda dengan 
Abu Hanifah dia berpendapat bahwa riddah menggugurkan kewajiban 
zakat sebab orang murtad sama dengan orang kafir. Adapun harta yang 
ia miliki ketika riddah berlangsung, menurut pendapat syafi’i yang 
paling sahih, hukumnya adalah bergantung pada harta itu sendiri, jika 
orang yang murtad tadi kembali ke dalam agama islam sedangkan 
hartanya (yang didapatkan sewaktu riddahnya) masih ada, zakat wajib 
atasnya, tetapi, jika harta tersebut tidak ada, dia tidak berkewajiban 
mengeluarkan zakat. 
c) Baligh dan berakal 
                                                          
10
 Ibid., hlm. 99. 
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Keduanya dipandang sebagai syarat oleh mazhab Hanafi. 
Dengan demikian, zakat tidak wajib diambil dari harta anak kecil dan 
orang gila sebab keduanya tidak termasuk dalam ketentuan orang yang 
wajib mengerjakan ibadah: seperti salat dan puasa, sedangkan menurut 
jumhur, keduanya bukan merupakan syarat. Oleh karena itu, zakat 
wajib dikeluarkan dari harta anak kecil dan orang gila, zakat tersebut 
dikeluarkan oleh walinya.
11
 
d) Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib untuk dizakati. 
Harta yang mempunyai kriteria ini ada lima jenis, yaitu : 
(1) Uang, emas, perak, baik berbentuk uang logam maupun uang 
kertas. 
(2) Barang tambang dan barang temuan. 
(3) Barang dagangan. 
(4) Hasil tanaman dan buah-buahan, dan 
(5) Menurut jumhur ulama, binatang ternak yang merumput sendiri 
(sa‟imah), atau menurut mazhab Maliki, binatang yang diberi 
makan oleh pemiliknya (ma‟lufah). 
Mengapa yang disebutkan diatas wajib untuk dizakati?, Karena 
harta tersebut memang sudah disiapkan untuk dikembangkan, baik 
melalui perdagangan maupun kalau berupa binatang diternakkan, 
pendapat ini adalah menurut jumhur. Alasannya, karena peternakan 
                                                          
11
 Ibid., hlm .99-100. 
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menghasilkan keturunan dan lemak dari binatang tersebut dan 
perdagangan menyebabkan didapatkannya laba. Dengan demikian, 
sebab ditempatkan pada musabab (akibat). 
e) Harta yang dizakati sudah mencapai nishab atau senilai dengannya. 
Maksudnya ialah nisab yang ditentukan oleh syara’ sebagai 
tanda kayanya seseorang dan kadar-kadar berikut yang mewajibkannya 
zakat. Seperti, nisab emas adalah 20 misqal atau dinar. Dan  isab perak 
adalah 200 dirham. Nisab biji-bijian, buah-buahan setelah dikeringkan, 
menurut selain mazhab Hanafi ialah 5 wasaq (653 kg), nisab kambing 
adalah 40 ekor, nisab unta 5 ekor, dan nisab sapi 30 ekor.
12
 
f) Harta yang dizakati adalah milik penuh. 
Mazhab Syafi’i berpendapat bahwa yang dimaksudkan dengan 
harta yang dimiliki secara penuh ialah harta yang dimiliki secara asli, 
penuh dan ada hak untuk mengeluarkannya. Dengan demikian, seorang 
tuan (sayid) tidak wajib mengeluarkan zakat dari harta hamba sahaya 
yang akan menembus dirinya karena dia belum memiliki harta itu. 
Harta wakaf tidak wajib untuk dizakati, karena menurut pendapat yang 
paling sahih, terhadap harta mubah yang dimiliki Allah SWT. Begitu 
juga zakat tidak diwajibkan terhadap harta mubah yang dimiliki secara 
                                                          
12
Ibid., .hlm. 101-102. 
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umum oleh semua orang, tumbuhnya tidak diupayakan oleh seseorang 
karena tanaman tersebut tidak dimiliki secara khusus atau penuh.
13
  
g) Kepemilikan harta telah mencapai setahun (haul), menurut hitungan 
qamariyah. 
h) Harta tersebut bukan merupakan harta hasil utang. 
Madzhab Syafi’i, dalam qaul jadidnya, berpendapat bahwa 
utang yang menghabiskan harta-harta yang akan dizakati atau 
mengurangi hitungan nisabnya, tidak menggugurkan kewajiban zakat. 
Dengan demikian, zakat yang diwajibkan atas pemilik harta sebab 
zakat berkaitan dengan utang, sedangkan utang berkaitan dengan 
tanggungan, oleh karena itu, keduanya tidak saling mencegah antara 
satu sama lain, seperti halnya utang dengan uang suap dalam kasus 
kriminal.
14
 
i) Harta yang dizakati diluar dari yang melebihi kebutuhan pokok. 
2) Syarat-syarat Sah Pelaksanaan Zakat. 
a) Niat. 
Para fuqaha sepakat bahwa niat merupakan syarat pelaksanaan 
zakat. Pendapat ini berdasarkan sabda Nabi SAW berikut “pada 
dasarnya, amalan-amalan itu dikerjakan dengan niat”. Pelaksanaan 
zakat termasuk salah satu amalan, ia merupakan ibadah seperti halnya 
                                                          
13
 Ibid., .hlm, 104. 
14
 Ibid., hlm. 113-114 
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shalat. Oleh karena itu, ia memerlukan adanya niat untuk membedakan 
antara ibadah yang fardu dan nafilah. 
Menurut mazhab Syafi’i, niat wajib dilakukan didalam hati, ia 
tidak disyaratkan untuk diucapkan dengan lisan, misalnya dengan 
mengucapkan, “ini adalah zakat hartaku”. Niat sudah dipandang sah 
kendatipun kefardhuan zakat tidak disebutkan sebab tidak ada zakat 
yang bukan fardu, mendahulukan niat, sebelum harta diserahkan, 
hukumnya sahih, dengan syarat niat tersebut disertakan dengan 
pelaksanaannya.
15
 
b) Tamlik (memindahkan kepemilikan harta kepada penerimanya). 
Tamlik menjadi syarat sahnya pelaksanaan zakat, yakni harta 
zakat diberikan kepada mustahik. Dengan demikian, seseorang tidak 
boleh memberikan makan (kepada mustahik), dengan jalan kepada 
orang gila atau anak kecil yang belum mumayiz. Kecuali, jika 
mengambilnya, misalnya ayah, washiy (yang diberi wasiat), atau yang 
lainnya.
16
 
c. Rukun zakat. 
Rukun zakat ialah mengeluarkan sebagian dari nishab (harta), dengan 
melepaskan kepemilikan  terhadapnya, menjadikannya sebagai milik orang 
                                                          
15
 Ibid., .hlm.114-116. 
16
Ibid.,  hlm. 117 
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fakir, dan menyerahkannya kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada 
wakilnya, yakni imam atau orang yang bertugas untuk memungut zakat.
17
 
3. Mustahik Zakat 
Dalam Firman Allah SWT Pada  surah At-Taubah ayat 60, dijelaskan 
kelompok-kelompok yang berhak menerima zakat, yaitu ; 
 ْيَلَع َينِلِماَعْلاَو ِينِكاَسَمْلاَو ِءاَرَقُفِْلل ُتَاقَدمصلا َا منَِّإمُه ُبوُل ُق ِةَفملَؤُمْلاَو اَه ينِِمراَغْلاَو ِبَاقِّرلا فَِو  فَِو  
  ٌميِكَح ٌميِلَع ُ مللَّاَو مللَّا َنِم ًةَضِيرَف ِليِب مسلا ِنْبِاَو ِمللَّا ِليِبَس  
Artinya : “ Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-
orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf 
yang dibujuk hatinya, (memerdekakan) budak, orang-orang yang 
berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam 
perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah 
Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” 
Ayat tersebut menunjukkan bahwa yang berhak menerima zakat ialah 
delapan kategorimanusia. 
Selanjutnya di riwayatkan oleh Al-jama’ah dari Ibn Abbas 
bahwasanya Nabi SAW, pernah berkata kepada Mu’adz bin Jabal ketika 
beliau mengutusnya ke Yaman, Jika mereka menuruti perintahmu untuk itu 
ketetapan atas mereka untuk mengeluarkan zakat, beritahukanlah kepada 
mereka bahwasanya Allah SWT, mewajibkan kepada mereka untuk 
mengeluarkan zakat yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan 
diberikan lagi kepada orang-orang faqir diantara mereka . 
                                                          
17
 Ibid., hlm. 97. 
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Dalil ini menunjukkan bahwa zakat diambil oleh Imam dari orang-
orang muslim yang kaya, kemudian dibagikan olehnya kepada orang-orang 
fakir. Pembagian zakat kepada “kaum fakir” dalam riwayat tersebut dijadikan 
dasar mazhab Maliki bahwasanya zakat boleh dibagikan hanya kepada satu 
kelompok saja.
18
 
Seperti yang sudah disebutan dalam surah At-Taubah ayat 60 diatas 
golongan yang berhak menerima zakat (mustahik zakat) yaitu ada delapan 
golongan yang pertama dan yang kedua yaitu faqir dan miskin. Mereka itulah 
yang pertama diberi saham harta zakat oleh Allah . Ini menunjukkan, bahwa 
sasaran pertama zakat ialah hendak menghapuskan kemiskinan dan 
kemelaratan dalam masyarakat Islam.  
a) Fakir dan miskin 
Abu Yusuf, pengikut Abu Hanifah, dan Ibnu Qasim pengikut 
Malik berpendapat, bahwa kedua golongan itu sama saja. 
Tetapi pendapat Jumhur, justru berbeda sebenarnya keduanya 
adalah dua golongan tapi satu macam, yang dimaksud adalah mereka 
yang dalam kekurangan dan dalam kebutuhan. Tetapi para ahli tafsir 
dan ahli fikih berbeda pendapat pula dalam menentukan secara 
definitif arti kedua kata tersebut secara tersendiri, juga dalam 
menentukan apa makna kata itu.  
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Pemuka ahli tafsir, Tabari’ menegaskan, bahwa yang dimaksud 
dengan fakir yaitu orang yang dalam kebutuhan, tapi dapat menjaga 
diri tidak minta-minta, sedang yang dimaksud dengan miskin, yaitu 
orang yang dalam kebutuhan tapi suka merengek-rengek dan minta-
minta. Diperkuatnya lagi pendapatnya itu dengan berpegang kepada 
arti kata maskanah (kemiskinan jiwa) yang sudah menunjukkan arti 
demikian. 
Para ahli fikih begitu juga, mereka masih berbeda pendapat, 
mana dari dua golongan tersebut yang lebih parah keadaanya, tetapi 
menurut mazhab Imam Syafi’i dan Imam Hambali, yang Fakir itulah 
yang lebih parah keadaannya. Tetapi menurut pendapat Mazhab Maliki 
dan ini adalah yang masyhur dalam mazhab Hanafi adalah sebaliknya. 
Masing-masing pihak mempunyai alasan sendiri,dari segi bahasa 
maupun dari segi hukum.
19
 
Berikut ini adalah pendapat dari para Imam mazhab yaitu : 
(1) Pendapat dari mazhab Imam Hanafi 
Pendapat dari mazhab Imam Hanafi mengenai arti Fakir 
ialah orang yang mempunyai harta kurang dari satu nisab, atau 
mempunyai satu nisab atau lebih, tetapi habis untuk keperluannya. 
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 Yusuf Qardawi, Hukum Zakat Studi Komperatif Mengenai Status Dan Filsafah Zakat 
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Sedangkan arti Miskin ialah orang yang tidak  mempunyai suatu 
apapun.
20
 Inilah pendapat yang masyhur. 
Para ulama Hanafi masih berbeda pendapat mengenai 
penentuan Nisab yang dimaksud, yakni apakah Nisab uang tunai 
sebanyak dua ratus dirham atau nisab yang sudah dikenal dari 
harta apapun juga. 
Jadi golongan Mustahik  zakat dalam arti fakir atau Miskin 
menurut mereka ialah ; 
(a) Yang tidak mempunyai apapun. 
(b) Yang mempunyai rumah, barang atau perabot yang tidak 
berlebihan. 
(c) Yang memiliki mata uang kurang dari nisab. 
(d) Yang memiliki kurang dari nisab selain mata uang, seperti 
empat ekor unta atau tiga puluh sembilan ekor kambing yang 
nilainya tak sampai dua ratus dirham. 
Ada lagi bentuk lain yang masih diperselisihkan, yakni 
barangsiapa memiliki nisab selain mata uang seperti lima ekor 
unta atau empat puluh ekor kambing dan nilainya tidak 
mencapai nisab dalam keadaan tunai. Ada juga yang 
mengatakan, boleh menerima zakat. Tapi juga diharapkan 
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 Sulaiman Rasjid, Fiqih Islam, (Bandung: P.T. Sinar Baru Algensindo, 2000.), Hlm, 211. 
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mengeluarkan zakat. Yang lain berkata, ia termasuk kaya dan 
harus mengeluarkan zakat, tak boleh menerima zakat. 
Kita akan kembali menjelaskan dalam hal ini 
keterangan mengenai orang kaya yang tak terkena zakat.
21
   
(2) Pendapat mazhab Maliki. 
Pendapat dari mazhab Imam Maliki mengenai arti Fakir 
ialah orang yang mempunyai harta, sedangkan hartanya tidak 
mencukupi untuk keperluannya dalam masa satu tahun orang yang 
mencukupi dari penghasilan tertentu tidak diberi zakat. Orang 
yang punya penghasilan tidak mencukupi, diberi sekedar untuk 
mencukupi. Sedangkan arti Miskin menurut pendapat mazhab 
Maliki ialah orang yang tidak mempunyai apapun. 
(3) Menurut pendapat Mazhab Hambali 
Menurut mazhab Hambali mengenai arti Fakir ialah orang 
yang tidak mempunyai harta, atau mempunyai harta kurang dari 
seperdua keperluannya. Sedangkan arti miskin menurut mazhab 
Hambali ialah yang mempunyai harta seperdua keperluannya atau 
lebih, tetapi tidak mencukupi.
22
 
(4) Menurut Pendapat Mazhab Syafi’i 
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Menurut mazhab Syafi’i mengenai arti Fakir ialah orang 
yang tidak mempunyai harta dan usaha, atau mempunyai harta 
atau usaha yang kurang dari seperdua kecukupannya, dan tidak 
ada orang yang berkewajiban memberi belanjaannya. Sedangkan 
arti miskin menurut mazhab Syafi’i ialah orang yang mempunyai 
harta atau usaha sebanyak seperdua kecukupannya atau lebih, 
tetapi tidak sampai mencukupi yang dimaksud dengan kecukupan 
ialah cukup menurut umur biasa,yaitu 62 tahun. Maka yang 
mencukupi dalam masa tersebut dinamakan “kaya”, tidak boleh 
diberi zakat, ini dinamakan kaya dengan harta. Adapun kaya 
dengan usaha, seperti orang yang mempunyai penghasilan yang 
tertentu tiap-tiap hari atau tiap bulan, maka kecukupannya 
dihitung setiap hari atau setiap bulan. Apabila pada suatu hari 
penghasilannya tidak mencukupi, hari itu dia boleh menerima 
zakat. Dan lain yang diperlukan setiap hari tidak terhitung sebagai 
kekayaan berarti tidak menghalanginya dari keadaan yang 
tergolong fakir atau miskin.
23
  
Menurut ketiga Imam Mazhab (Imam Hambali, Syafi’i, 
dan Maliki), Fakir dan Miskin itu adalah mereka yang 
kebutuhannya tak tercukupi. 
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Yang disebut fakir, ialah mereka yang tidak mempunyai 
harta atau penghasilan layak dalam memenuhi keperluannya : 
sandang, pangan, tempat tinggal dan segala keperluan pokok 
lainnya, baik untuk diri sendiri ataupun bagi mereka yang menjadi 
tanggungannya. Misalnya orang memerlukan sepuluh dirham 
perhari, tapi yang ada hanya empat, tiga atau dua dirham. 
Yang disebut Miskin ialah yang mempunyai harta atau 
penghasilan layak dalam memenuhi keperluannya dan orang yang 
menjadi tanggungannya, tapi tidak sepenuhnya tercukupi, seperti 
misalnya yang diperlukan sepuluh, tapi yang ada hanya tujuh atau 
delapan, walaupun sudah masuk satu nisab atau beberapa nisab. 
Sebagian mereka memberi batasan, bahwa orang miskin itu ialah 
mereka yang dapat memenuhi separuh kebutuhan atau lebih 
adapun orang fakir ialah mereka yang memiliki kurang dari 
separuh kebutuhannya. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan 
bahwa yang berhak atas zakat atas nama fakir dan miskin, ialah 
salah satu dari tiga golongan, yaitu : 
(a) Mereka yang tak punya harta dan usaha sama sekali. 
(b) Mereka mempunyai harta atau usaha tapi tidak mencukupi 
untuk diri dan keluargaya, yaitu penghasilannya tidak 
memenuhi separuh atau kurang dari kebutuhan. 
35 
 
(c) Mereka punya harta atau usaha yang hanya dapat mencukupi 
separuh atau lebih kebutuhan untuk diri dari tanggungannya, 
tapi tidak buat seluruh kebutuhan.
24
 
Pengertian lain mengenai arti orang fakir dan Miskin 
dalam bukunya Prof. Dr. Amir Syarifudin yang berjudul “Garis-
Garis Besar Fiqh”, bahwa yang disebut orang fakir ialah orang 
yang tidak memiliki harta atau menunjang kehidupan dasarnya. 
Kefakiran orang tersebut disebabkan ketidakmampuannya untuk 
mencari nafkah disebabkan fisiknya tidak mampu. Seperti orang 
tua jompo dan cacat badan. 
Sedangkan arti orang miskin berbeda dengan orang fakir 
tersebut diatas orang miskin ini adalah orang yang tidak memiliki 
harta untuk kehidupan dasarnya, namun ia mampu berusaha 
mencari nafkah, hanya penghasilannya tidak mencukupi bagi 
kehidupan dasarnya untuk kehidupannya sendiri dan keluarga.
25
 
b) Panitia zakat (Al-„Amil) 
Panitia zakat adalah orang-orang yang bekerja memungut 
zakat, panitia itu di syarakan harus memiliki sifat kejujuran dan 
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menguasai hukum zakat.
26
 Ada juga yang mengartikan Amil yaitu 
orang yang ditunjuk oleh penguasa yang sah untuk mengurus zakat, 
baik mengumpulkan, memelihara, membagi dan mendayagunaannya 
serta petugas lain yang ada hubungannya dengan pengurusan zakat.
27
 
Pendapat Imam mazhab mengenai arti Amil zakat yaitu: 
(a) Pendapat Mazhab Hanafi 
Mazhab Hanafi menjelaskan arti Amil yaitu 
orang yang diangkat untuk mengambil dan mengurus 
zakat. 
(b) Pendapat Mazhab Maliki 
Mazhab Maliki menjelaskan arti Amil yaitu 
pengurus zakat, pencatat, pembagi, penasihat, dan 
sebagainya yang bekerja untuk kepentingan zakat. 
Syarat Amil ada dua menurut Mazhab Maliki yaitu 
Adil, dan mengetahui segala hukum yang bersangkutan 
dengan zakat. 
(c) Pendapat Mazhab Hambali 
Mazhab Hambali menjelaskan arti Amil yaitu 
pengurus zakat, dia diberi zakat sekedar upah 
pekerjaannya ( sepadan dengan upah pekerjaanya). 
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(d) Pendapat Mazhab Syafi’i 
Mazhab Syafi’i menjelaskan arti Amil yaitu 
semua yang bekerja mengurus zakat, sedangkan dia 
tidak mendapat upah selain zakat itu.
28
 
Dari tulisan para ahli fikih disebutkan, bahwa 
wajib para Imam mengirim para petugas untuk 
memungut zakat, karena Nabi Saw dan para khalifah 
sesudah beliau menugaskan para pemungut zakat. Dan 
hal ini merupakan hal yang masyhur. Amil zakat 
berperan penting didalam pengurusan zakat, karena 
para Amil zakat mempunyai berbagai macam tugas dan 
pekerjaan . semua berhubungan dengan pengaturan soal 
zakat. Yaitu soal sensus terhadap orang-orang yang 
wajib zakat dan macam zakat diwajibkan padanya, juga 
besar harta yang wajib dizakat, kemudian mengetahui 
para mustahik zakat. Berapa jumlah mereka, serta besar 
biaya yang dapat mencukupi dan hal-hal lain yang 
merupakan urusan yang perlu ditangani secara 
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 Sulaiman Rasjid, Fiqih Islam, (Bandung: P.T. Sinar Baru Algensindo, 2000.), Hlm. 211-213. 
38 
 
sempurna oleh para ahli dan petugas serta para 
pembantunya.
29
 
c) Mualaf  
Bagian ke tiga yang berhak menerima zakat adalah Mualaf, 
Mualaf secara leksikal berarti orang-orang yang dijinakkan hatinya 
untuk tetap berada dalam islam. Yang dimaksud disini adalah orang-
orang yang baru masuk islam dan memerlukan masa pemantapan 
dalam agama barunya itu dan untuk itu memerlukan dana..
30
 yang 
termasuk dalam kelompok ini antara lain orang-orang yang lemah 
niatnya untuk memasuki islam. Mereka diberi bagian zakat agar niat 
mereka memasuki islam menjadi kuat, mereka terdiri atas dua macam ; 
Muslim dan Kafir.
31
 
Muhammad Rasyid Ridha dalam tafsirnya secara panjang lebar 
menguraikan orang-orang yang termasuk dalam arti muallaf menjadi 6 
(enam), yang empat diantaranya beragama islam sedangkan dua 
diantaranya bukan muslin sebagai berikut : 
1) Pemuka-pemuka muslim yang terpandang di kalangan non muslim 
yang diperkirakan dapat mengajak mereka ke dalam Islam dengan 
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wibawa yang ada padanya. Dana zakat yang diberikan dapat 
digunakan untuk penyiaran agama. 
2) Pemuka muslim yang masih lemah imannya, sedangkan mereka 
berpengaruh di kalangan pengikutnya. Dari pemberian zakat itu 
diharapkan hati mereka menjadi mantap dalam islam. 
3) Kelompok muslim yang diam di perbintangan dan perbatasan 
negeri non muslim dan kedudukan mereka dapat melindungi 
orang-orang islam dari gangguan musuh.
32
 
4) Kelompok muslim yang besar pengaruhnya terhadap 
pengumpulan zakat dan disegani oleh pihak-pihak yang 
diperkirakan ingkar membayar zakat. Dengan menjinakkan hati 
mereka dengan dana zakat halangan dan ancaman terhadap zakat 
dapat dihindari. 
5) Kelompok non muslim yang lemah hatinya yang dengan bantuan 
zakat itu terbuka hatinya dan timbul kecenderungan untuk masuk 
islam. 
6) Kelompok non muslim yang dikhawatirkan berbuat buruk 
terhadap orang islam dan dengan pemberian zakat itu dapat 
dicegah keburukannya, atau orang-orang yang dapat berhenti dari 
mengganggu orang islam dalam menjalankan agamanya.
33
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Pendapat para Imam mazhab mengenai muallaf diantara lain; 
(a) Mazhab Hanafi berpendapat bahwa para muallaf, mereka tidak 
diberi zakat lagi sejak masa khalifah pertama. 
(b) Mazhab Maliki berpendapat sebagian ada yang mengatakan 
bahwa orang kafir yang ada harapan untuk masuk agama 
Islam. Sebagian yang lain mengatakan bahwa orang yang 
baru memeluk agama islam. 
(c) Mazhab Hambali berpendapat bahwa muallaf adalah orang 
yang mempunyai pengaruh disekelilingnya, sedangkan ia ada 
harapan masuk islam, ditakuti kejahatannya, orang islam yang 
ada harapan imannya akan bertambah teguh, atau ada harapan 
orang lain akan masuk islam karena pengaruhnya. 
(d) Mazhab Syafi’i berpendapat bahwa muallaf, ada empat 
macam: 
(1) Orang yang baru masuk islam, sedangkan imannya belum 
teguh. 
(2) Orang islam yang berpengaruh dalam kaumnya, dan kita 
berharap kalau dia diberi zakat, maka orang lain dari 
kaumnya akan masuk islam. 
(3) Orang islam yang berpengaruh terhadap kafir, kalau dia 
diberi zakat, kita akan terpelihara dari kejahatan kafir 
yang dibawah pengaruhnya. 
41 
 
(4) Orang yang menolak kejahatan orang yang anti zakat.34  
d) Para Budak ( Riqab) 
Riqab adalah bentuk jamak dari Raqabah. Istilah ini dalam 
Qur’an artinya budak belian laki-laki (abid) dan budak belian 
perempuan (amah). Dan istilah ini diterangkan dalam kaitannya 
dengan pembebasan atau pelepasan, seolah-olah Qur’an memberikan 
isyarah dengan kata kiasan ini maksudnya, bahwa perbudakan bagi 
manusia tidak ada bedanya seperti belenggu yang mengikatnya. 
Membebaskan budak belian artimya sama dengan menghilangkan atau 
melepaskan belenggu yang mengikatnya
35
 maka yang dimaksud disini 
adalah untuk kepentingan memerdekakan budak, baik dengan membeli 
budak-budak untuk kemudian dimerdekakan, atau memberi dana untuk 
kepentingan menebus dirinya dari perbudakan.
36
 Seperti firman Allah 
dalam Q.S.24.33 
                                
                                     
                                      
              
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Artinya “dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah 
menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka 
dengan karunia-Nya. dan budak-budak yang kamu miliki yang 
memginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat Perjanjian dengan 
mereka[1036], jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan 
berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang 
dikaruniakan-Nya kepadamu[1037]. dan janganlah kamu paksa 
budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka 
sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari 
Keuntungan duniawi. dan Barangsiapa yang memaksa mereka, Maka 
Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang 
(kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu[1038].37 
 
Membebaskan budak belian dengan cara ini, diikuti oleh Imam 
Abu Hanifah, Imam Syafi’i, golongan keduanya dan Laits bin sa’ad. 
Mereka beralasan dengan apa yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia 
menyatakan maksud Firman Allah : “Dan dalam memerdekakan budak 
belian”. Maksudnya ia memperkuat dengan firman “Dan berikanlah 
kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakannya 
kepadamu. 
Kedua, seseorang dengan harta zakatnya atau seseorang 
bersama dengan temannya membeli seorang budak atau amah 
kemudian membebaskannya atau penguasa membeli seorang budak 
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atau amah dari harta zakat yang diambilnya, kemudian ia 
membebaskannya. 
Cara ini termasuk pendapat masyhur yang diikuti oleh Imam 
Malik, Ahmad dan Ishak.
38
  
e) Orang yang memiliki Hutang(Gharimin) 
Gharimun adalah bentuk jamak dari Gharim (dengan ghin 
panjang) artinya orang yang mempunyai utang. Sedangkan Ghariim 
(dengan ra panjang) adalah orang yang berhutang, kadangkala pula 
dipergunakan untuk orang yang mempunyai piutang. 
Menurut mazhab Abu Hanifah, gharim adalah orang yang 
mempunyai utang, dan dia tidak memiliki bagian yang lebih dari 
utangnya. 
Menurut Imam Malik, Syafi’i dan Ahmad, bahwa orang yang 
mempunyai utang terbagi kepada dua golongan, masing-masing 
mempunyai hukumnya tersendiri. Pertama, orang yang mempunyai 
utang umtuk kemaslahatan dirinya sendiri dan kedua, orang yang 
mempunyai utang untuk kemaslahatan masyarakat.
39
 
Menurut pendapat Mazhab Syafi’i orang yang berhutang itu 
ada tiga yaitu : 
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(1) Orang yang berutang karena mendamaikan dua orang yang sedang 
berselisih. 
(2) Orang yang berutang untuk kepentingan dirinya sendiri pada 
keperluan yang mubah, atau yang tidak mubah, tetapi dia sudah 
bertaubat. 
(3) Orang yang berhutang karena menjamin utang orang lain, 
sedangkan dia dan orang yang dijaminnya itu tidak dapat 
membayar hutang.
40
 
f) Orang yang berjuang di jalan Allah (Sabilillah) 
Menurut mazhab Hanafi Sabilillah adalah Bala tentara yang 
berperang pada jalan Allah, menurut Mazhab Maliki Sabilillah adalah 
Bala tentara dan mata-mata juga harus untuk membeli senjata, kuda, 
atau untuk keperluan peperangan yang lain pada jalan Allah. Menurt 
Mazhab Hambali Sabilillah adalah Bala tentara yang tidak mendapat 
gaji dari pimpinan (pemerintah). Dan pendapat Mazhab Syafi’i 
Sabilillah adalah Bala tentara yang membantu dengan kehendaknya 
sendiri, sedangkan dia tidak mendapat gaji yang tertentu dan tidak pula 
mendapat bagian dari harta yang disediakan untuk keperluan 
peperangan dalam kesatuan bala tentara. Orang ini diberi zakat 
meskipun dia kaya sebanyak keperluannya untuk masuk ke medan 
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peperangan, seperti biaya hidupnya, membeli senjata, kuda, dan alat 
perang lainnya.
41
  
Kesimpulan dari kesepakatan empat mazhab diatas bahwa 
mereka bersepakat tentang mustahik yang satu ini ada tiga hal ; 
Pertama, bahwa jihad itu secara pasti termasuk dalam ruang 
lingkup sabilillah. 
Kedua, disyariatkannya menyerahkan zakat kepada pribadi 
mujahid, berbeda dengan menyerahkan zakat untuk keperluan jihad 
dan persiapannya. Dalam hal ini telah terjadi perbedaan pendapat 
dikalangan mereka. 
Ketiga, tidak diperbolehkan menyerahkan zakat demi 
kepentingan, kebaikan, dan kemaslahatan bersama, seperti mendirikan 
dan jembatan-jembatan, mendirikan mesjid-mesjid dan sekolah-
sekolah, memperbaiki jalan-jalan, mengurus mayat dan lain 
sebagainya, biaya untuk urusan ini diserahkan pada kas Baitul-mal dari 
hasil pendapatan lain seperti harta fai, pajak/upeti dan lain sebagainya. 
Sesungguhnya tidak diperbolehkannya menyerahkan zakat 
dalam masalah tersebut, karena tidak ada kepemilikan, sebagaimana 
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dikemukakan mazhab Hanafi, atau karena keluarnya dari sasaran yang 
delapan, sebagaimana dikemukakan oleh yang lain.
42
 
g) Orang yang sedang dalam perjalanan (Ibnu Sabil) 
Ibnu Sabil adalah orang asing yang menempuh perjalanan ke 
negeri lain dan sudah tidak punya harta lagi. Zakat boleh diberikan 
kepadanya sesuai dengan ongkos perjalanan untuk kembali ke 
negaranya.
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Ibnu Sabil menurut Jumhur Ulama adalah kiasan untuk 
Musafir, yaitu orang yang melintas dari satu daerah ke daerah lain, As-
Sabil artinya Ath-Thariq/jalan.dikatakan untuk orang yang berjalan di 
atasnya (Ibnu Sabil) karena tetapnya dijalan itu. 
B. UU No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat 
1. Pasal 1 
a. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, 
pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian 
serta pendayagunaan zakat. 
b. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan 
yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk 
diberikan kepada yang berhak menerimanya. 
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c. Muzaki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang 
berkewajiban menunaikan zakat. 
d. Mustahik adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat. 
e. Agama adalah agama islam  
f. Menteri adalah mentri yang luanglingkup tugas dan tanggung jawabnya 
meliputi bidang agama 
2. Pasal 4. 
a. Zakat meliputi zakat mal dan zakat Fitrah 
b. Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi : 
1) Emas, perak, dan logam mulia lainnya. 
2) Uang dan surat berharga lainnya. 
3) Perniagaan. 
4) Pertanian, perkebunan, dan kehutanan. 
5) Peternakan dan perikanan. 
6) Pertambangan.  
7) Perindustrian. 
8) Pendapatan dan jasa. 
9) Rikaz.  
c. Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat 2 merupakan harta yang 
dimiliki oleh muzaki perseorangan atau badan usaha. 
d. Syarat dan tata cara perhitungan zakat mal dan zakat fitrah dilaksanakan 
sesuai dengan syariat islam. 
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e. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarata dan tata cara perhitungan zakat mal 
dan zakat fitrah sebagaimana dimaksud pada ayat 4 diatur dengan peraturan 
menteri. 
3. Pasal 25 
Zakat wajib di distribusikan kepada Mustahik sesuai dengan syariat islam 
4. Pasal 26 
Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, dilakukan 
berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, 
keadilan, dan kewilayahan 
5. Pasal 27 
a. Zakat dapat didayaguanakan untuk usaha produktif dalam rangka 
penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. 
b. Pendayagunaaan zakat untuk usaha produktif sebagaiamana dimaksud pada 
ayat 1 dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. 
c. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usah produktif 
sebagaiaman dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan menteri.
44
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BAB III 
PENGHIMPUNAN DAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT BAZNAS 
BOYOLALI 
 
A. Sejarah Berdirinya Baznas Boyolali. 
Badan Amil Zakat Nasional Boyolali merupakan badan yang mengurus 
zakat di Boyolali, dan sering disebut dengan BAZNAS Boyolali, sebelum 
menjadi Baznas Boyolali, lembaga ini merupakan lembaga Badan Amil Zakat 
Daerah atau biasa disebut dengan BAZDA Kabupaten Boyolali. Badan Amil 
Zakat Daerah Kabupaten Boyolali terbentuk atas dasar keputusan Bupati 
Boyolali Nomor: 451/ 205/ Tahun 2009 dan disempurnakan dengan keputusan 
Bupati Boyolali Nomor : 451/424 Tahun 2009 tentang perubahan SK Bupati 
Boyolali Nomor : 451/ 205 Tahun 2009.
1
 Dalam keputusan Bupati Boyolali 
tersebut tercantum susunan kepengurusan Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten 
Boyolali sebagai berikut: 
1. Dewan Pertimbangan 
No Nama Jabatan 
1. Drs. Sri Moeljanto Ketua 
2. Drs. Seno Samudro Wakil Ketua 
3. Drs. H. Hasan Kamal, M.PdI Sekertaris 
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4. K.H. Habib Ihsanudin Anggota 
5. K.H. Masduqie Anggota 
 
2. Komisi Pengawasan 
No  Nama Jabatan 
1 Drs. Daryono. MM Ketua 
2 Drs. Noor Salim, SH. MH Wakil Ketua 
3 Drs. Suyono, MM Sekertaris 
4 Joko Praseyo. SH Bendahara 
  
3. Badan Pelaksana  
No Nama Jabatan 
1 Widodo, SE, MS Ketua 
2 Ir. Mulyatno M.Si Wakil Ketua I 
3 Taqrir Edi Permadi Wakil Ketua II 
4 Drs. Sauman, M.Ag. Wakil Ketua III 
5 Drs. Muh Mu’alim Sekertaris 
6 Mustaqim, SS Wakil Sekertaris 
7 Annida Kumala Dewi, SH Bendahara 
8 Dra.Wasihti Umih Wakil Bendahara 
9 Drs. Sinung Tri Margono Sie Pengumpulan 
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10 Drg. Tri Wibowo Anggota 
11 Drs. H. Asikin Anggota 
12 Sulistiyono Anggota 
13 Eni Karyawati, S.Sos Anggota 
14 Budi Suprapto Anggota 
15 Rina widyastuti Anggota 
16 Drs. Mudzakir Sie Pendistribusian 
17 H. Mustamil, S.H.I, MM Anggota 
18 H. Heru Sasongko, S. Sos Anggota 
19 Saiful Anwar, S.Ag Anggota 
20 Supiyati, SH Anggota 
21 Porwanto, S.Sos Anggota 
22 Nur Abdurrahman, S, SP Anggota 
23 Drs. Djoko Tri Wiyatno, M.SI Anggota 
24 Drs. H. Abdurrahman Anggota 
25 Drs. Much Muhson Anggota 
26 Deny Indrayana, S.Sos Anggota 
27 H. Heru Wardono, SH. Anggota 
28 Warno Anggota 
29 Drs. H. Jindar wahyudi, M.Ag Sie Pengembangan 
30 Ir. Jumeri. MM Anggota 
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31 Sarengat, SH Anggota 
32 Muhammad Qodri, ST Anggota 
33 Ir.Masruri Anggota 
34 Drs. M. Hasanudin Anggota 
35 Agnes Sri S, SH Anggota 
 
Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Boyolali Nomor : 451.12/ 
462 Tahun 2014 tentang penetapan pimpinan Bdan Amil Zakat Nasional 
Kabupaten Boyolali masa kerja 2014-2019, pada tanggal 7 Oktober 2015. 
Dengan penetapan Surat Keputusan tersebut menjadi dasar yang melatar 
belakangi berdirinya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten 
Boyolali. 
 
B. Lokasi Kantor Baznas Boyolali. 
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Boyolali beralamat di 
Jalan Perintis Kemerdekaan No. 43 Boyolali.  
 
C. Visi dan Misi BAZNAS Boyolali. 
Visi : 
 “ Menjadi Badan Amil Zakat yang Amanah, Transparan dan 
Profesional.” 
53 
 
Misi : 
a. Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat melalui Amil Zakat. 
b. Meningkatkan penghimpunan dan pendayagunaan Zakat Nasional sesuai 
dengan ketentuan syari’ah dan prinsip manajemen modern. 
c. Menumbuh kembangkan pengelola/ Amil Zakat yang Amanah, Transparan, 
Profesional, dan Terintegrasi. 
d. Mewujudkan pusat data Zakat Nasional. 
e. Memaksimalkan peran Zakat dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia 
melalui sinergi dan koordinasi dengan lembaga terkait.    
 
D. Struktur Organisasi 
1. Berdasarkan Surat Keputusan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten 
Boyolali Nomor. Tahun 2017, tentang pembagian tugas pimpinan Badan 
Amil Zakat Nasional Kabupaten Boyolali periode 2017-2022. 
Bahwa unsur Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten 
Boyolali terdiri dari ketua dan tiga orang wakil ketua, yang bertujuan supaya 
pelaksanaan pengelolaan lebih berhasil guna dan berdaya guna dan 
dipertanggung jawabkan maka dipandang perlu untuk membagi tugas 
Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Boyolali yang 
ditetapkan dengan keputusan ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten 
Boyolali. 
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Berdasarkan Surat Keputusan diatas maka ditetapkan Tugas 
Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Boyolali 
sebagai berikut: 
No Nama Tugas 
1 Tagrir Edy Permadi, SE Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan 
2 H. Habib Masturi Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian 
dan Pendayagunaan 
3 Mulyanto, S.Ag Wakil Ketua III Bagian Keuangan, 
SDM dan  Umum 
4 Drs. Jamal Yazid, M.Si Kepala Satuan Audit Internal 
  
2. Pembagian Tugas Pimpinan BAZNAS Boyolai Periode 2017-2022. 
a. Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan, Mempunyai tugas melaksanakan 
pengelolaan pengumpulan zakat. 
Bidang pengumpulan menyelenggarakan fungsi : 
a. Penyusunan  strategi pengumpulan zakat. 
b. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data muzaki. 
c. Pelaksanaan kampanye zakat. 
d. Pelaksanaan dan pengendalian pengumpulan zakat. 
e. Pelaksanaan pelayanan muzaki. 
f.   Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pengumpulan zakat. 
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g. Penyusunan pelaporan dan pertanggung jawaban pengumpulan 
zakat. 
h. Pelaksanaan penerimaan dan tindak lanjut komplain atas layanan 
muzaki, dan 
i.   Koordinasi pelaksanaan pengumpulan zakat. 
b. Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan mempunyai 
tugas melaksanakan pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan 
zakat. 
Bidang pendistribusian dan pendayagunaan menyelenggarakan fungsi: 
1) Penyusunan strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat. 
2) Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data mustahik. 
3) Pelaksanaan dan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan 
zakat. 
4) Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pendistribusian dan 
pendayagunaan. 
5) Penyusunan pelaporan dan pertanggung jawaban pendistribusian 
dan pendayagunaan zakat. 
6) Koordinasi pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan. 
c. Wakil Ketua III Bidang Keuangan, SDM mempunyai tugas 
perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, dan pelaporan keuangan, 
pengembangan SDM dan perencanaan pelaksanaan dan pengelolaan 
administrasi umum. 
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1) Penyusunan, perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, evaluasi dan 
pelaporan keuangan tahunan dan lima tahunan. 
2) Pelaksanaan sistem akuntansi keuangan. 
3) Penyususnan strategi pengelolaan Amil meliputi : perencanaan, 
rekrutmen, dan pengembangan SDM. 
4) Pelaksanaan administrasi perkantoran. 
5) Penyusunan rencana strategi dan pelaksanaan komunikasi 
BAZNAS kepada masyarakat. 
6) Pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian dan pelaporan 
asset. 
7) Pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan LPZ berkala 
kabupaten. 
d. Kepala Satuan Audit internal mempunyai tugas pelaksanaan audit 
keuangan, audit manajemen, audit mutu, dan audit kepatuhan internal 
BAZNAS Kabupaten. 
Satuan Audit internal menyelenggarakan fungsi : 
1) Penyiapan program audit. 
2) Pelaksanaan audit. 
3) Pelaksanaan audit untuk tujuan tertentu atas penugasan ketua 
BAZNAS. 
4) Penyusunan laporan hasil audit dan 
5) Penyiapan pelaksanaan audit yang dilakukan oleh pihak eksternal.  
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E. Penghimpunan/ Pengumpulan Dana Zakat  
Penghimpunan/ Pengumpulan dana Zakat Badan Amil Zakat Nasional 
(BAZNAS) Kabupaten Boyolali, berdasarkan pada  Instruksi Presiden Republik 
Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang optimaliasi pengumpulan zakat di 
Kementrian/ Lembaga, Skretariat Jenderal, Lembaga Negara, Pemerintah 
Daerah, Badan Usaha milik Negara, dan Badan Usaha milik Daerah melalui 
Badan Amil Zakat Nasional. 
Bahwa untuk mengoptimalkan pengumpulan dan pemanfaatan zakat 
untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan, 
dalam Instruksi Presiden tersebut salah satunya menunjuk Badan Amil Zakat 
Nasional (BAZNAS) untuk : 
1. Melakukan koordinasi sesuai tugas dan fungsi masing-masing, dengan cara : 
a. Melakukan sosialisasi dan penyebar luasan informasi mengenai zakat 
kepada seluruh pegawai/ karyawan yang beragama islam di lingkungan 
instansi masing-masing. 
b. Mendorong dan memfasilitasi pegawai/ karyawan yang beragama islam 
di lingkungan instansi masing-masing untuk membayar zakat melalui 
Badan Amil Zakat Nasional.  
2. Khusus kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk : 
a. Melakukan registrasi Muzaki bagi Pegawai/ Karyawan di Sekretariat 
Jenderal Lembaga Negara, Sekretarial Jendral Komisi Negara, dan 
Badan Usaha Milik Daerah. 
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b. Membuat mekanisme teknis pengumpulan zakat di lingkungan 
Kementrian/ Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, 
Sekretarial Jendral Komisi Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah. 
c. Melakukan pengumpulan Zakat di Lingkungan Kementrian/ Lembaga, 
Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretarial Jendral Komisi 
Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah  
d. Menyampaikan laporan hasil pengelolaan Zakat di Kementrian/ 
Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretarial Jendral 
Komisi Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah.
2
 
Berdasarkan Instruksi Presiden di atas maka dibuatlah Surat Edaran dari 
Bupati Boyolali tentang Pengoptimalisasi pengumpulan zakat di SKPD, Instansi 
Vertikal, BUMN, BUMD dan UPTD di Kabupaten Boyolali. Dan selanjutnya 
akan ditujukan kepada para Muzaki sebagai anjuran untuk para Pegawai Negeri 
Sipil (PNS) khususnya, dan disertakan pula Formulir Kesediaan pembayaran 
Zakat melalui BAZNAS di Lingkungan Kabupaten Boyolali. Setelah itu para 
Muzaki harus mengisi Formulir tersebut sebagai tanda kesediaannya sebagai 
Muzaki, yang mana nantinya  zakat yang dibayarnya akan dikelola oleh 
BAZNAS Boyolali, kemudian untuk yang ingin berzakat, berinfak dan 
bersadaqah tetapi tidak sempat datang langsung ke kantor, bisa membayarkan 
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melalui Nomor Rekening BAZNAS Boyolali, dan dapat mengisi Formulir 
melalui Email BAZNAS Boyolali.
3
 
 
F. Pendistribusian Zakat BAZNAS Boyolali. 
Zakat yang sudah terkumpul selanjutnya akan di distribusikan kepada 
yang berhak menerimanya, adapun Mustahik yang dituju BAZNAS Boyolali 
juga ada delapan Ashnaf merujuk pada Qur’an dan Sunah. Yaitu fakir, miskin, 
Amil, Muallaf, Gharim, Riqob, Fi sabilillah, dan Ibnu Sabil. Namun BAZNAS 
Boyolali mempunyai syarat dan ketetntuan tersendiri mengenai berhak dan 
tidaknya mereka menerima bagian zakat.. 
1. Fakir dan Miskin 
Menurut BAZNAS Boyolali pengertian tentag Fakir dan Miskin 
sama seperti yang di jelaskan dalam Al-Qur’an, yang disebut Fakir adalah 
orang yang tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan, sehingga tidak 
bisa mencukupi hidupnya, sedangkan Miskin adalah orang yang mempunyai 
Tempat Tinggal dan Pekerjaan, tetapi hasilnya tidak dapat memenuhi 
kebutuhannya dan keluarganya. adapun syarat dan ketentuannya  menurut 
BAZNAS Boyolali adalah sebagai berikut : 
a. Mereka harus menunjukkan Kartu Keluarga (KK) 
b. Menunjukkan bukti penghasilan setiap bulan.  
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c. Tercatat sebagai warga miskin 
d. Team survei dari BAZNAS terjun ke lapangan untuk memastikan sendiri 
bahwa warga tersebut memang layak dibantu. 
e. Setelah itu musyawarah pengurus untuk memutuskan kelayakan warga 
penerima zakat tersebut.  
2. Amil Zakat 
Amil zakat adalah orang yang mengelola/ mengurus zakat. Dan 
menurut Qur’an orang    yang mengelola zakat berhak mendapatkan zakat. 
3.  Mualaf 
Muallaf adalah orang yang baru saja masuk Islam,  adapun syarat dan 
ketentuan BAZNAS Boyolali mengenai kriteria Muallaf jika dia datang 
membawa bukti Sertifikat masuk Islam. 
4. Fi Sabilillah 
Fi Sabilillah adalah orang yang sedang berjuang di jalan Allah. Dalam 
bagian ini menurut BAZNAS Boyolali bentuk Fi Sabilillah seperti Para 
Ustadz yang mengajar TPA atau mengajar ngaji, pembangunan sarana 
Ibadah, pembangunan Jalan, pembangunan sarana pendidikan, dan 
sebagainya. 
5. Ibnu Sabil 
Ibnu Sabil sering juga disebut sebagai Musafir yakni orang yang 
sedang dalam perjalanan dan dia kehabisan bekal. Dalam hal ini BAZNAS 
Boyolali memberikan ketentuan kepada Musafir yang datang untuk 
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diberikan zakat bila dia menunjukkan surat kehilangan dari kepolisian bahwa 
dia telah  kehilangan harta bendanya ketika dalam perjalanan, karena 
sebagian besar yang datang ke BAZNAS Boyolali adalah orang yang tadinya 
kecopetan, atau ke jambret di jalan.
4
 
Untuk Mustahik Muallaf, sebenarnya sudah ada ketentuan mengenai golongan 
ini, tetapi dalam pelaksanaannya belum pernah ada, begitu juga golangan 
Mustahik Gharim (orang yang berhutang) dan Riqob (para budak) dalam 
pelaksanaan pendistribusian zakat BAZNAS Boyolali memang belum pernah 
ada, berdasarkan rekapan data pendistribusian zakat BAZNAS Boyolali tahun 
2016 hanya terdapat kategori Fakir, Miskin, Amil, Ibnu Sabil, dan Fi Sabilillah. 
Adapun datanya adalah Sebagai Berikut : 
Kategori Fakir Miskin zakat berupa Ekonomi Produktif 
No Kecamatan Desa Nama Alamat Bantuan 
1 Juwangi Pilangrejo Lasiyem Cungkup, 17/2 
Pilangrejo 
Kompor, 
Dandang, 
Panci 
2 Juwangi Pilangrejo Cip Sanggrok Sumbung, 23/4 
Pilangrejo 
Bor, Serut, 
Gerinda 
3 Juwangi Ngaren Marli Kalitlawah, 
10/3 Ngaren 
Gergaji 
Bengkok 
                                                          
4
Khamidurrohim, Wakil bidang pendistribusian. Wawancara Pribadi. BAZNAS Boyolali. 23-
06-2017  
62 
 
4 Juwangi Ngaren Mono Kaliwekas, 4/2 
Ngaren 
Tatah Bobok 
5 Juwangi Ngaren Sawiyo Doplang.5/2 
Ngaren 
Bor, Pasah 
6 Juwangi Ngleses Ruslan Ngleses, 2/1 
Ngleses 
Bor, Pasah, 
Srekel 
7 Juwangi Ngleses Suwaji Sumberejo, 16/1 
Ngleses 
Kambing 
8 Juwangi Ngleses Kiswadi Sumberejo, 16/1 
Ngleses 
Kambing 
9 Juwangi Ngleses Umi Aminatun 
Yuhriyah 
Sumberejo, 28/1 
Ngleses 
Kambing 
10 Juwangi Ngleses Suwarto Sidorejo, 14/6 
Ngleses 
Kambing 
11 Juwangi Ngleses Sukirman Sidorejo, 10/5 
Ngleses 
Bor, Pasah, 
Srekel 
12 Juwangi Ngleses Suwardi Sidorejo, 9/5 
Ngleses 
Jaring 
Perahu 
13 Juwangi Ngleses Parman Gumukrejo, 
24/4 Ngleses 
Alat cukur 
14 Juwangi Ngleses Tutik Lestari Pengkol, 20/3 Kambing 
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Ngleses 
15 Juwangi Ngleses Sarwadi Plandakan, 27/4 
Ngleses 
Mesin Obras 
16 Juwangi Ngleses Sriyanti Sidorejo, 9/2 
Ngleses 
Jaring 
Perahu 
17 Juwangi Cerme Karni/Sukarni Cerne, 5/2 
Cerme 
Dandang, 
Wajan, 
Mixer, 
Termos 
Besar 
18 Juwangi Cerme Tarsi Cerne, 14/1 
Cerme 
Dandang, 
Wajan, 
Mixer, 
Termos 
19 Juwangi Cerme Sri Maryati Cerne, 8/2 
Cerme 
Kambing 
20 Juwangi Cerme Japar Cerne, 7/2 
Cerme 
Kambing 
21 Juwangi Cerme Marjan Cerne, 14/1 
Cerme 
Kambing 
22 Juwangi Cerme Muslimah Cerne, 8/2 Pugar 
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Cerme Rumah 5 
Juta 
 
Kategori Fi Sabilillah berupa Gaji untuk Ustadz/Ustadzah dan Dana 
Pendidikan 
No Kecamatan Desa Nama Alamat Bantuan 
1 Juwangi Cerme Purwo Nur 
Utomo 
Cerme, 5/2 
Cerme 
Rp.500.000 
2 Juwangi Cerme Sunarto Cerme, 5/2 
Cerme 
Rp.500.000 
3 Juwangi Cerme Dwi Galuh 
Ramdhani 
Cerme, 5/2 
Cerme 
Rp.500.000 
4 Juwangi Cerme Ribut Adiyanto Cerme, 5/2 
Cerme 
Rp.500.000 
5 Juwangi Cerme Andri Sutrisno Cerme, 5/2 
Cerme 
Rp.500.000 
6 Juwangi Cerme Susanti Mangkokan, 
9/3 Cerme 
Rp.750.000 
7 Juwangi Cerme Nur Aris Cerme, 6/2 
Cerme 
Rp.750.000 
8 Juwangi Cerme Eni Rodliyah Cerme, 6/2 Rp.750.000 
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Cerme 
9 Juwangi Cerme Wandi Sambirejo, 
11/4 Cerme 
Rp.750.000 
10 Juwangi Cerme Mujiyem Cerme, 8/2 
Cerme 
Rp.750.000 
 
Kategori Ibnu Sabil  
No Nama Alamat Bantuan Ket 
1 Muhammad 
Syahril 
JL. Bojong Raya 
06/04, Kel. Rawa 
Buaya, Kec. 
Cengakreng 
Diberi tiket 3 orang 
@Rp. 150.000 
uang makan Rp. 
50.000, total 
Rp.500.000 
Membawa 
anak Istri 
2 Wagiyo Jl. Blekok No. 88, 
01/10 Kel. Tegalrejo, 
Kec. Mantingan, Kab. 
Ngawi 
Diberi uang 
Rp.55.000 
 
3 Suparlan  Diberi Uang Rp. 
60.000 
 
4 Taufik Srikaton Mekar Batin, 
01/01, Mekar Batin, 
Dibelikan tiket 
untuk pulang ke 
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Ntar, Lampung 
Selatan 
Lampung Selatan 
seharga 
Rp.215.000 uang 
saku Rp.15.000  
5 Yohanes Yuli 
Haryadi 
Bandar Lor Gang. II, 
Rt 07/01 Kel. Bandar 
Lor, Kec. Mojoroto, 
Kediri, Jawa Timur 
Diberi uang 
Rp.200.000 
 
6 Dedy Ardianto Ling Wanrung Juet 
Rt.04/02 Samangraya, 
Kec. Citangkil Cilego 
Diberi uang 
Rp.150.000 untuk 
ongkos ke Jember 
 
7 Ahamad Luqman JL Melati Rt 02/09 
Kel. Kulim, Kec. 
Tenayan raya, Kota 
Pekan Baru, Riau 
Diberi Saku 
Rp.150.000 
 
8 Muslim Dusun IV, Tanjung 
Pinang I, Rt. 07, 
tanjung Pinang I, 
Tanjung Baru 
Dibelikan tiket 
seharga Rp. 
170.000, uang saku 
20.000 
 
9 Maryati JL. Wono Agung No.3 
Rt.032 Rw,33, Batu 
Diberi transport ke 
Semarang 
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Ampar, Balikpapan 
Utara, Balikpapan 
Rp.30.000, uang 
saku Rp.20.000 
10 Kirman Ersa 
Efratta 
Yc Oevang Oeray 
10/02 Baning Kota, 
Kota Sintang, 
Kalimantan Barat 
Diberi saku 
Rp.100.000 
 
11 Muhammad 
Jamaluddin 
JL. Wono Agung No.3 
Rt.032 Rw,33, Batu 
Ampar, Balikpapan 
Utara, Balikpapan 
Diberi saku 
Rp.200.000 
 
12 Imam Prasojo Tugu Gang 1, Ringin 
Contong Rt 06/08, 
Jombang 
Diberi saku Rp. 
80.000 
 
13 Agus Prasetyo 
Wijayanto 
DSN. Nitikan 03/02 
Sukoharjo, Pacitan, 
Jawa Timur 
Diberi saku 
Rp.25.000 
 
14 Satria El Hakim JL. Kalijajaran 01/03 
Sambikerep, Kec. 
Manukan, Surabaya 
Diberi saku 
Rp.100.000 
 
15 Aradea.S. Kamp. Babagan Abid 
02/03 Kel. 
Diberi saku 
Rp.40.000 dan tiket 
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Sukamantri. Kec. 
Garut Kota, Kab. 
Garut, Jawa Barat 
bus jurusan Garut 
Sebesar 
Rp.195.000 
16 Moh. Dachya Kepandean 02/06 Ds. 
Kepandean, Kec. 
Dukuhturi, Kab. Tegal 
Diberi saku 
Rp.50.000 
 
17 Yani Haryani KP. Lubuk Begalung 
Kel. Kenegrian Kec. 
Bayang, Kab.Pesisir 
Selatan, Sumbar 
Diberi saku 
Rp.25.000 dan tiket 
jurusan Jakarta 
sebesar Rp.175.000 
 
18 Tukiyo Plaosan, 03/02, 
Plaosan, Wonoayu, 
Sidoarjo 
Diberi tiket ke Solo 
Rp.10.000 
 
19 Hendro Saputro Kalibagor 03/03 
Kel.Kalibagor, 
Kec.Waru, Kab. 
Kebumen 
Uang saku 
Rp.25.000, tiket ke 
Surabaya senilai 
Rp.120.000 
 
20 Heru Hermawan JL. Kundi 02/04 Kel. 
Kepuh Kiriman, Kec. 
Waru, Kab. Sidoarjo 
Uang saku 
Rp.25.000, tiket ke 
Surabaya senilai 
Rp.120.000 
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21 Joko Sulistyo Pandeyan 02/05 Kel. 
Pandeyan, Kec. 
Ngemplak, Kab. 
Boyolali 
Diberi uang 
transport 
Rp.20.000 
 
22 Yusti Widarso Sumberjo o1/05 Kel. 
Pandan retno, Kec. 
Kejoran, Kab. 
Magelang 
diberi tiket 
@Rp.75.000, Total 
3 orang= 
Rp.150.000 
Membawa 
anak istri 
23 Syaripudin Nurul Yakin 11/03 
kel. Sejahtera, Kec. 
Simoang Empat  Kab. 
Tanah Bumbu, 
Kalimantan Selatan 
Dibelikan tiket ke 
Surabaya senilai 
Rp.75.000 
 
24 Riyadi Jl.DR. Sutomo RT 
02/04 Kalipuro, Kec. 
Genteng, Kab. 
Banyuwangi 
Dibelikan tiket ke 
Banyuwangi untuk 
3 orang 
@Rp.150.000 
Membawa 
anak dan 
istri 
25 Heri Supriyanta Jl. Sisingamangaraja 
RT.61/06 
Kl.Kefamenanu 
Selatan Kec. 
Tiket jurusan 
Surabaya Sebesar 
Rp.120.000 
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Kefamenanu Selatan 
Kab. Timur Tengah 
Selatan 
26 Slamet KP. Cimucang RT 04/ 
05 Kel. Bojonegoro, 
Kab. Cilegon Banten. 
Dibelikan tiket 
jurusan Cilegon, 
Banten 
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BAB IV 
ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 DALAM 
PENDISTRIBUSIAN ZAKAT DI BAZNAS BOYOLALI 
 
A. Analisis Pelaksanaan Pendistribusian Zakat Di BAZNAS Boyolali 
Menurut Syariat Islam.  
Badan Amil Zakat Nasional Boyolali (BAZNAS) Boyolali merupakan 
badan penghimpun dana Zakat dari masyarakat, melakukan pendistribusian 
zakat serta pendayagunaan dana zakat, dalam melakukan tugasnya dalam 
penghimpunan dana zakat, BAZNAS Boyolali lebih fokus kepada 
penghimpunan dana PNS se- Kabupaten Boyolali yang telah ditetapkan oleh 
Bupati sesuai Edaran Bupati Boyolali Nomor : 451.12/04591/06/09 tanggal 3 
Juli 2009 tentang penghimpunan dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh. 
Pendistribusian zakat BAZNAS Boyolali menggunakan sistem menyalurkan 
langsung kepada yang bersangkutan,  yang berupa Ekonomi Produktif dan 
berupa Bantuan tunai. Zakat didistribusikan kepada Mustahik sesuai dengan 
Syari’at Islam ada delapan Asnaf (Golongan) yang berhak menerima Zakat, 
antara lain Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, Gharim, Riqob, Fi Sabilillah dan 
Ibnu Sabil. 
Bentuk pendistribusian zakat kepada para asnaf yaitu untuk kategori 
Fakir dan miskin berupa ekonomi Produktif seperti uang tunai untuk 
pembangunan rumah atau untuk usaha lain, dan berupa bantuan riil berupa 
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barang sesuai dengan usaha atau kebutuhan Mustahik, kemudian untuk 
kategori Fi Sabilillah di distribusikan berupa uang tunai untuk para 
ustaz/ustazah yang mengajar TPA atau ngaji dan untuk dana pendidikan, 
kemudian untuk kategori Ibnu Sabil juga berupa uang tunai untuk bekal 
selama perjalanan, dan berdasarkan data yang ada, dalam pendistribusian 
zakat BAZNAS Boyolali untuk kategori Mualaf, Gharim dan Riqob belum 
tersalurkan, karena dalam pendistribusiannya BAZNAS Boyolali 
mengedepankan skala prioritas yang ada.     
Yang terpenting dalam pembahasan ini ialah pendistribusian atas 
dasar skala prioritas dengan memperhatikan pemerataan, keadilan dan 
kewilayahan oleh Badan Amil Zakat Nasional Boyolali, dari hasil wawancara 
dengan wakil ketua Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Badan Amil 
Zakat Nasional Boyolali dilakukan dengan cara : 
1. Untuk kategori Fakir, Miskin, Fi Sabilillah 
Pengajuan berbentuk proposal yang berisi identitas diri beserta 
Surat Keterangan Kurang mampu dari kelurahan dsb.  Proposal diajukan 
bisa dari suatu Badan (Kelurahan, Kecamatan) dan bisa dari personal 
(perorangan). Setelah proposal diajukan kepada BAZNAS Boyolali, 
kemudian tim Survei BAZNAS Boyolali datang langsung ke lokasi untuk 
menguji kelayakan sebagai Mustahik. Selanjutnya dilakukan musyawarah 
pengurus untuk menentukan kelayakan mustahik berdasarkan hasil survey 
yang telah dilakukan. Kemudian Tim BAZNAS Boyolali datang kembali 
ke lokasi untuk memberikan zakat langsung kepada yang bersangkutan. 
73 
 
2. Untuk kategori ibnu sabil dll.  
Mengajukan secara personal / Pribadi dengan menyertakan bukti 
surat kehilangan dari polisi. 
 
Berikut ini  syarat-syarat Mustahik zakat dan sifatnya dalam islam 
adalah sebagai berikut : 
a. Faqir 
Faqir, kecuali panitia zakat karena tetap diberi bagian zakat 
meskipun dia orang kaya. Dia mempunyai hak untuk menerima 
bagian itu sebagai upah atas pekerjaan yang dilakukannya karena 
telah meluangkan waktunya untuk pekerjaan ini dan memerlukan 
biaya untuk itu. Begitu juga orang yang sedang dalam perjalanan 
karena ada kemungkinan bahwa di negerinya sendiri dia memiliki 
harta kekayaan. Orang ini kedudukannya sama dengan orang fakir 
karena yang sesungguhnya dilihat adalah hajatnya dan ketika 
sedang dalam perjalanan dia tidak membawa harta kekayaanya, 
meskipun realitasnya dia adalah orang kaya.   
Kefakiran merupakan syarat umum atas semua zakat wajib 
dan sedekah yang sunah, seperti zakat sepersepuluh, kafarat 
(denda), nadzar, dan zakat fitrah. Oleh karena itu, zakat dan 
sedekah tidak boleh diberikan kepada orang kaya.
1
 
                                                          
1
 Wahbah Al-Zuhayly, Zakat Kajian Berbagai Mazhab, terj. Agus Efendi (Bandung: 
PT.Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 294. 
74 
 
Menurut mazhab Syafi’i dan Hanbali, zakat boleh diberikan 
kepada empat atau lima golongan orang kaya seperti: panitia 
zakat, mualaf, orang yang yang ikut berperang, dan orang yang 
berutang demi kepentingan keluarganya. 
Menurut mazhab Hanafi, orang kaya ialah orang yang 
memiliki kekayaan yang mencapai nisab, yang sudah bisa 
memenuhi kebutuhan dasarnya dalam bentuk apapun. Menurut 
mazhab Maliki, orang kaya ialah orang yang memiliki harta yang 
cukup untuk menghidupi dirinya selama satu tahun penuh. 
Menurut mazhab Syafi’i, orang kaya adalah orang yang memiliki 
harta kekayaan yang dapat dipakai untuk menghidupi dirinya pada 
sebagian besar masa hidupnya, yaitu enam puluh dua tahun 
(sebuah asumsi umur manusia secara umum). Seandainya dia 
mempunyai harta kekayaan yang dipakai untuk berdagang, 
keuntungannya harus diperhitungkan setiap hari selama masa 
enam puluh dua tahun itu. Jika keuntungan dagangnya perhari 
tidak melebihi setengah biaya hidupnya satu hari, dia masih 
tergolong orang fakir.  
Adapun orang fakir adalah orang yang pada asalnya tidak 
memiliki harta kekayaan, tidak memiliki pekerjaan yang halal atau 
dia memiliki harta kekayaan dan pekerjaan tetapi hasilnya tidak 
cukup untuk biaya hidupnya, bahkan kurang dari separuh biaya 
untuk hidupnya.  
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b. Penerima zakat harus Muslim  
Orang yang menerima zakat dipersyaratkan harus orang 
Muslim, kecuali orang-orang yang baru masuk Islam. Menurut 
mazhab Maliki dan Hanbali, zakat tidak boleh diberikan kepada 
orang kafir apapun alasannya. 
Adapun pemberian selain zakat mal, misalnya zakat fitrah, 
kafarat, dan nazar, maka tidak syak lagi bahwa pemberiannya 
kepada orang Muslim dianggap leboih utama. Karena memberikan 
bentuk-bentuk pemberian itu kepada mereka berarti membantu 
mereka untuk melakukan ketaatan kepada Allah. 
Abu Yusuf, Zafar, Syafi’i dan Jumhur mengatakan, kita 
tidak boleh memberikan sedekah diluar zakat kepada orang-orang 
zimmy dan orang-orang Harbi, jika dikiaskan dengan zakat.
2
 
c. Penerima zakat itu bukan berasal dari keturunan Bani Hasyim. 
Menurut mazhab Hanafi dan Hanbali, yang termasuk Bani 
Hasyim ialah keturunan Al-Abbas, keturunan Ali, keturunan 
Ja’far, keturunan Aqil bin Abu Thalib, keturunan Al-Harits bi 
Abdul Muthalib. Kutipan dari pendapat Abu Hanifah, pengikut 
mazhab Maliki, dan sebagian mazhab Syafi’i, bahwa bolehnya 
mereka menerima zakat ialah manakala mereka tidak 
diperbolehkan mengambil Bait Al-Mal dari bagian yang 
seharusnya diberikan kepada sanak kerabat Rasulullah (zawi Al-
                                                          
2
 Ibid, hlm. 301. 
76 
 
Kurba) agar mereka tidak tersedak untuk memenuhi hajat hidup 
mereka.
3
  
d. Penerima zakat itu bukan orang yang lazim diberi nafkah. 
Zakat tidak boleh dibayarkan kepada ibu-bapak sampai 
kepada kakek-nenek, kepada anak-anak dan juga keturunan 
mereka, kepada istri, meskipun dia berada dalam kefakiran dan 
kemiskinan karena sesungguhnya mereka telah mendapatkan 
nafkah yang rutin dari suami mereka. Zakat merupakan keperluan 
yang lain dan oleh karena itu tidak boleh disatukan dengan nafkah 
karena jika dibayarkan kepada istri, sang istri dianggap telah 
memakai barang orang lain. Bahkan ada yang berpendapat bahwa 
zakat tidak boleh dibayarkan kepada orang yang tidak diberi 
nafkah olehnya karena telah diberi nafkah oleh orang lain, sebab 
dia sudah tidak memerlukannya, misalnya orang yang bekerja 
setiap hari yang penghasilannya dapat dipakai untuk memenuhi 
kebutuhannya sehari-hari.
4
 
e. Penerima zakat harus baligh, akil, dan merdeka. 
Menurut kesepakatan para ulama, zakat tidak boleh 
diterima oleh hamba sahaya. Menurut mazhab Hanafi , zakat tidak 
boleh diterima oleh anak kecil yang umurnya belum sampai tujuh 
tahun dan tidak boleh diterima oleh orang gila, kecuali bila anak 
                                                          
3
 Ibid. hlm. 302. 
4
 Ibid. hlm. 303. 
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kecil dan orang gila itu ada yang mengasuhnya, misalnya 
bapaknya, atau orang yang ditugasi untuk itu. Zakat boleh 
diberikan kepada anak kecil yang sudah mumayiz dan masih 
termasuk sanak kerabat mereka. 
Mazhab Syafi’i mempersyaratkan bahwa orang yang 
menerima zakat itu hendaknya yang sudah baligh, akil, dan waras 
pikirannya. Oleh karena itu, zakat tidak boleh diberikan kepada 
anak kecil, orang gila, orang yang kurang waras pikirannya yang 
suka meninggalkan salat, kecuali jika orang-orang itu ada yang 
mengasuhnya. 
Mazhab Maliki memepersyaratkan bahwa panitia zakat 
hendaknya orang yang sudah baligh sehingga dia tidak 
memberikan zakat kepada orang yang kurang waras pikirannya. 
Adapun mazhab Hanbali, membolehkan pemberian zakat 
kepada orang dewasa atau anak-anak, baik orang yang sudah 
memakan makanan atau belum, kepada orang gila yang diawasi 
oleh pengasuhnya.
5
 
 
Atas dasar persyaratan di atas, menurut mazhab Maliki dan jumhur 
fuqaha zakat tidak boleh diberikan kepada orang kaya yang memiliki harta 
kekayaan dan mempunyai pekerjaan, kepada hamba sahaya, kepada Bani 
Hasyim, Bani Al-Muthalib, zakat juga tidak boleh diberikan kepada orang 
                                                          
5
 Ibid, hlm.307 
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kafir, dan orang yang mendapatkan nafkah hidupnya dari orang yang 
mengeluarkan zakat, kepada anak-anak kecil, orang-orang gila, dan kepada 
oramg-orang yang berlainan daerah.
6
 
Dalam Al-Qur’an sudah dijelaskan bahwa sasaran zakat telah di 
khususkan kepada delapan golongan, seperti yang telah dijelaskan di atas. 
Akan tetapi masih terdapat masalah mengenai penyamarataan tentang 
pendistribusian zakat. Imam Nawawi telah berkata dalam AL-Majmu’ 
“Imam Syafi’i dan ashabnya telah berpendapat, bahwa apabila yang 
membagikan zakat itu pemiliknya langsung atau wakilnya, maka hilanglah 
bagian untuk petugfas, dan ia wajib membagikan zakat itu pada tujuh 
golongan yang lain, apabila semua ada, dan apabila tidak, maka wajib 
diberikan pada semua yang ada saja. Tidak diperbolehkan membiarkan 
salah satu golongan yang ada, sehingga apabilaia melakukan, ia harus 
bertanggung jawab atas bagiannya itu”. 
Terdapat pula riwayat dari Imam Ahmad yang sesuai dengan 
pendapat Mazhab Syafi’i. bahwa wajib menyamaratakan dan 
mempersamakan pembagian zakat itu di antara semua golongan, dan 
hendaknya setiap golongan itu tiga orang atau lebih, karena jumlah tiga itu 
adalah minimal jumlah jamak (banyak), kecuali petugas, karena apa yang 
diambil merupakan upah baginya, sehingga diperbolehkan walaupun 
seorang saja. Dan apabila pemilik langsung yang membagikan zakat, maka 
                                                          
6
 Ibid. 
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hilanglah bagian petugas. Inilah pendapat yang dipilih Abu Bakr dari 
mazhab Hanbali. 
Imam Usbug dari mazhab Maliki setuju dengan pendapat mazhab 
Syafi’i dalam menyemaratakan semua golongan, sehingga tidak perlu 
penjelasan lagi dalam meberikan bagian pada mereka dan karena dengan 
itu  tercakup semua kemaslahatan yang bermacam-macam, seperti untuk 
menutupi kekurangan, keperluan berperang, membayar utang dan lain 
sebagainya. Dan karena dengan itu akan menyebabkan adanya doa dari 
semua sasaran.
7
 
Adapun menurut jumhur (Hanafi, Maliki, dan Hanbali), zakat 
boleh dibagikan hanya kepada satu kelompok saja. Bahkan, mazhab 
Hanafi dan Maliki memperbolehkan pembayaran zakat kepada satu orang 
sajadi antara delapan kelompok yang ada. Dan menurut mazhab Maliki, 
memberikan zakat kepada orang yang sangat memerlukan dibandingkan 
dengan kelompok yang lainnya merupakan sunah. Pemberian dan 
pembagian zakat kepada delapan kelompok yang ada lebih disukai karena 
tindakan itu sama sekali tidak mengandung perbedaan pendapat dan lebih 
meyakinkan, tanpa ada cacatnya. 
Dalil mereka adalah bahwa sesungguhnya pada ayat 60 surat At-
Taubah menyatakan zakat tidak boleh dibagikan kepada selain delapan 
kelompok tersebut dan bila dibagikan kepada kelompok yang ada maka 
tindakan itu dianggap sangat baik. Adapun dalil yang menu jukkan bahwa 
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zakat boleh diberikan hanya kepada satu orang diantara delapan kelompok 
tersebut ialah bahwa kelompok-kelompok dalam ayat tersebut disebut 
dengan menggunakan huruf alif dan lam (lam Al-Ta’rif) misalnya 
Alfuqara’, oleh karena itu, penyebutan dengan menggunakan lam ta’rif 
mengandung suatu kiasan (majaz), yang berarti jenis atau kelompok orang 
fakir, dan itu boleh terdiri atas satu orang saja sebab tidak mungkin zakat 
dapat diberikan kepada semua orang fakir dan mencakup semua orang 
fakir. Apabila ayat tersebut diartikan demikian (harus dibagikan kepada 
semua orang fakir)maka pengertian ini tidak masuk akal.
8
  
Telah ditegaskan oleh pengarang Raudhah an-Nadiah bahwa Allah 
telah menjadikan zakat ditentukan hanya untuk sasaran yang delapan, 
tidak diizinkan untuk yang lain. Penentuan ini tidaklah berarti zakat itu 
mesti dibagikan secara merata di antara mereka. Dan tidak pula harus 
dibagikan dibagikan secara adil kepada mereka setiap penghasilan zakat, 
yang sedikit maupun yang banyak. Akan tetapi maksudnya jenis zakat itu 
hanyalah untuk jenis sasaran tersebut. 
Apabila seseorang yang wajib zakat, kemudian diberikan kepada 
sasaran ini. Berarti ia telah melakukan apa yang diperintahkan Allah dan 
gugurlah kewajiban zakat itu baginya. Dan apabila dinyatakan bahwa 
wajib kepada si pemilik apabila memili sesuatu yang diwajibkan 
mengeluarkan zakatnya, memebagikannya secara adil pada semua sasaran 
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yang delapan andaikan mereka semua ada, pastinya hal tersebut akan 
mengakibatkan kesulitan dan kepayahan.
9
 
Berdasarkan pendapat para ulama diatas bahwa : 
1. Mestilah dibagikan pada semua mustahik, apabila harta zakat 
itu banyak dan semua sasarn ada, kebutuhannya sama atau 
hamper sama. 
2. Ketika diperkirakan ada dalam kenyataanya semua mustahik 
itu, maka tidak wajib mempersamakan antara semua sasaran 
dalam pemberiannya. 
3. Diperbolehkan memberikan semua zakat, tertuju pada sebagian 
sasaran tertentu saja, untuk mewujudkan kemaslahatan yang 
sesuai dengan syara’, yang meminta pengkhususan itu, 
sebagaimana halnya ketika ia memberikan zakat pada salah 
satu sasaran saja, iapun tidak diwajibkan menyamaratakan 
pemberian itu pada individu yang diberinya. 
4. Hendaknya golongan fakir dan miskin adalah sasaran pertama 
yang harus menerima zakat, karena memberi kecukupan 
kepada mereka, merupakan tujuan utama dari zakat. 
5. Hendaknya mengambil pendapat dari pendapat mazhab Syafi’i 
dalam menentukan batas yang paling tinggi yang diberikan 
kepada petugas yang menerima dan membagikan zakat itu, 
yaitu seperdelapan dari hasil zakat tidak boleh lebih dari itu. 
                                                          
9
 Yusuf Qardawi, Hukum Zakat…, hlm.667 
82 
 
6. Apabila harta zakat itu sedikit, seperti harta perorangan yang 
tidak begitu besar, maka dalam keadaan demikian itu diberikan 
pada satu sasaran saja.
10
 
Dalam praktiknya, pendistribusian zakat di BAZNAS Boyolali 
lebih memfokuskan kepada mustahik golongan fakir, miskin, ibnu sabil, fi 
sabilillah, dan Amil. Sedangkan untuk golongan gharim, riqab dan mualaf 
belum tersalurkan, selain belum menemukan golongan tersebut, BAZNAS 
Boyolali juga mengedepankan skala prioritas yang ada. Berdasarkan 
berbagai pendapat jumhur ulama Islam di atas untuk pendistribusian zakat 
boleh disalurkan hanya kepada sebagian saja, bahkan Imam Maliki 
mengesahkan apabila zakat tersebut hanya di salurkan kepada satu 
golongan saja, dengan demikian pelaksanaan pendistribusian zakat 
BAZNAS Boyolali sudah sesuai dengan Syari’at Islam. Karena memang 
seharusnya  mengutamakan golongan fakir dan miskin, karena 
memberikan kecukupan kepada mereka adalah merupakan tujuan utama 
dari zakat, sedangkan tujuan dari pendistribusian zakat yang paling 
mendasar adalah untuk kemaslahatan umat.  
 
B. Tinjauan Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Terhadap Pendistribusian 
Zakat BAZNAS Boyolali. 
1. Pasal 1 
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a. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, 
pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan 
pendistribusian serta pendayagunaan zakat. 
b. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau 
badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama 
untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. 
c. Muzaki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang 
berkewajiban menunaikan zakat. 
d. Mustahik adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat. 
e. Agama adalah agama islam  
f. Menteri adalah mentri yang luanglingkup tugas dan tanggung jawabnya 
meliputi bidang agama. 
2. Pasal 4 
a. Zakat meliputi zakat mal dan zakat Fitrah 
Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi : 
1) Emas, perak, dan logam mulia lainnya. 
2) Uang dan surat berharga lainnya.Perniagaan. 
3) Pertanian, perkebunan, dan kehutanan. 
4) Peternakan dan perikanan. 
5) Pertambangan.  
6) Perindustrian. 
7) Pendapatan dan jasa. 
8) Rikaz.  
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b. Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat 2 merupakan harta yang 
dimiliki oleh muzaki perseorangan atau badan usaha. 
c. Syarat dan tata cara perhitungan zakat mal dan zakat fitrah dilaksanakan 
sesuai dengan syariat islam. 
d. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarata dan tata cara perhitungan zakat 
mal dan zakat fitrah sebagaimana dimaksudpada ayat 4 diatur dengan 
peraturan menteri. 
3. Pasal 5 
a. Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, pemerintah membentuk 
BAZNAS. 
b. BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berkedudukan di ibu kota 
Negara. 
c. BAZNAS sebagaiamana dimaksud pada ayat 1 merupakan lembaga 
pemerintah nonstrukutural yang bersifat mandiri dan bertanggung 
jawab kepada presiden melalui menteri. 
 
4. Pasal 6 
BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas 
pengelolaan zakat secara nasional. 
5. Pasal 7 
a. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana  dimaksud dalam pasal 6, 
BAZNAS menyelenggarakan fungsi : 
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1) Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan 
zakat. 
2) Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan  
3) Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan 
zakat, dan 
4) Pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pengelolaan 
zakat. 
b. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat bekerja 
sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
c. BAZNAS melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada 
presiden melalui menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. 
6. Pasal 15 
a. Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat Provinsi dan 
Kabupaten/ Kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS 
Kabupaten/Kota. 
b. BAZNAS Provinsi dibentuk oleh Menteri atas usul gubernur setelah 
mendapat pertimbangan BAZNAS. 
c. BAZNAS Kabupaten/ Kotadibentuk oleh menteri atau pejabat yang 
ditunjuk atas usul Bupati/Walikota setelah mendapat petimbangan 
BAZNAS. 
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d. Dalam hal Gubernur atau Bupati/ Walikota tidak mengusulkan 
pembentukan BAZNAS Kabupaten/ Kota, Menteri atau pejabat yang 
ditunjuk dapat membentuk BAZNAS Provinsi atau BAZNAS 
Kabupaten/ Kota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS. 
e. BAZNAS Provinsi dari BAZNAS Kabupaten/Kota melaksanakan tugas 
dan fungsi BAZNAS di Provinsi atau Kabupaten/Kota masing-masing. 
7. Pasal 16  
a. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS Provinsi, dan 
BAZNAS Kabupaten/ Kota dapat membentuk UPZ  pada instansi 
pemerintah, badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, 
perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negri 
serta dapat membentuk UPZ pada tingkat Kecamatan, Kelurahan, atau 
nama lainnya, dan tempat lainnya. 
b. Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja BAZNAS 
Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/ Kota diatur dalam peraturan 
pemerintah. 
8. Pengumpulan zakat. 
a. Pasal 21 
1) Dalam rangka pengumpulan zakat, Muzaki melakukan 
penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya. 
2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, 
Muzaki dapat meminta bantuan BAZNAS. 
b. Pasal 22 
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Zakat yang dibayarkan oleh Muzaki kepada BAZNAS atau LAZ 
dikurangkan dari penghasilan kena pajak. 
c. Pasal 23 
1) BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada 
setiap Mustahik. 
2) Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 digunakan 
sebagai pengurang penghasil kena pajak. 
d. Pasal 24 
Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh BAZNAS, 
BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/ Kota diatur dalam 
peratutan pemerintah.  
9. Pendistribusian Zakat. 
a. Pasal 25 
Zakat wajib di distribusikan kepada Mustahik sesuai dengan 
syariat islam. 
b. Pasal 26 
Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, 
dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip 
pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. 
10. Pendayagunaan zakat 
a. Pasal 27 
1) Zakat dapat di dayaguanakan untuk usaha produktif dalam rangka 
penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. 
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2) Pendayagunaaan zakat untuk usaha produktif sebagaiamana 
dimaksud pada ayat 1 dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik 
telah terpenuhi. 
3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usah 
produktif sebagaiaman dimaksud pada ayat 1 diatur dengan 
peraturan menteri. 
Berdasarkan dari Undang-Undang diatas dapat disimpulkan bahwa 
prinsip dari pendistribusian zakat yaitu harus sesuai dengan syariat islam dan 
harus dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip 
pemerataan, keadilan dan kewilayahan, artinya pendistribusian zakat boleh 
disalurkan hanya kepada sebagian golongan mustahik yang ada, Sedangkan 
dalam pelaksanaan pendistribusian zakat di BAZNAS Boyolali sudah sesuai 
dengan Undang-Undang No.23 Tahun 2011, karena berbagai kendala 
sehingga dari delapan asnaf menurut Undang-Undang N0.23 tahun 2011 
hanya  tersalurkan kepada lima asnaf yaitu Fakir, Miskin, Amil, Ibnu Sabil, 
dan Fi Sabilillah, adapun kendala dari pendistribusian zakat BAZNAS 
Boyolali adalah untuk Mustahik golongan Gharimin (para Budak) faktanya 
saat ini di Indonesia sulit dijumpai, bahkan tidak ada sama sekali khususnya 
di daerah Kabupaten Boyolali, selain itu untuk golongan Mualaf dan Riqob 
mungkin ada tetapi dalam operasionalnya memang belum pernah di temukan. 
sehingga dalam pendistribusian zakat BAZNAS Boyolali lebih 
mengedepankan skala prioritas yang ada. 
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BAB V 
 KESIMPULAN DAN SARAN  
A. Kesimpulan. 
1. Bentuk pendistribusian zakat kepada para asnaf yaitu untuk kategori 
Fakir dan miskin berupa ekonomi Produktif seperti uang tunai untuk 
pembangunan rumah atau untuk usaha lain, dan berupa bantuan riil 
berupa barang sesuai dengan usaha atau kebutuhan Mustahik, 
kemudian untuk kategori Fi Sabilillah di distribusikan berupa uang 
tunai untuk para ustadz/ustadzah yang mengajar TPA atau ngaji dan 
untuk dana pendidikan, kemudian untuk kategori Ibnu Sabil juga 
berupa uang tunai untuk bekal selama perjalanan, dan untuk kategori 
Muallaf, Gharim dan Riqob belum ada data mengenai kedua kategori 
Mustahik tersebut. 
2. Dalam praktiknya, pendistribusian zakat di BAZNAS Boyolali lebih 
memfokuskan kepada mustahik golongan fakir, miskin, ibnu sabil, fi 
sabilillah, dan Amil. Sedangkan untuk golongan gharim, riqab dan 
mualaf belum tersalurkan, selain belum menemukan golongan 
tersebut, BAZNAS Boyolali juga mengedepankan skala prioritas yang 
ada. Berdasarkan berbagai pendapat jumhur ulama Islam di atas untuk 
pendistribusian zakat boleh disalurkan hanya kepada sebagian saja, 
bahkan Imam Maliki mengesahkan apabila zakat tersebut hanya di 
salurkan kepada satu golongan saja, dengan demikian pelaksanaan 
pendistribusian zakat BAZNAS Boyolali sudah sesuai dengan Syari’at 
 
89 
90 
 
Islam. Karena memang seharusnya  mengutamakan golongan fakir dan 
miskin, karena memberikan kecukupan kepada mereka adalah 
merupakan tujuan utama dari zakat, sedangkan tujuan dari 
pendistribusian zakat yang paling mendasar adalah untuk 
kemaslahatan umat.  
Berdasarkan dari Undang-Undang diatas dapat disimpulkan bahwa 
prinsip dari pendistribusian zakat yaitu harus sesuai dengan syariat 
islam dan harus dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan 
memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan, artinya 
pendistribusian zakat boleh disalurkan hanya kepada sebagian 
golongan mustahik yang ada, Sedangkan dalam pelaksanaan 
pendistribusian zakat di BAZNAS Boyolali sudah sesuai dengan 
Undang-Undang No.23 Tahun 2011, karena berbagai kendala sehingga 
dari delapan asnaf menurut Undang-Undang N0.23 tahun 2011 hanya  
tersalurkan kepada lima asnaf yaitu Fakir, Miskin, Amil, Ibnu Sabil, 
dan Fi Sabilillah, adapun kendala dari pendistribusian zakat BAZNAS 
Boyolali adalah untuk Mustahik golongan Gharimin (para Budak) 
faktanya saat ini di Indonesia sulit dijumpai, bahkan tidak ada sama 
sekali khususnya di daerah Kabupaten Boyolali, selain itu untuk 
golongan Mualaf dan Riqob mungkin ada tetapi dalam operasionalnya 
memang belum pernah di temukan. sehingga dalam pendistribusian 
zakat BAZNAS Boyolali lebih mengedepankan skala prioritas yang 
ada. 
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B. Saran. 
1. Sebaiknya BAZNAS Boyolali lebih meningkatkan sosialisasi dan 
sistem operasionalnya, sehingga semua Asnaf bisa merata. 
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